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ABSTRAK 

EVALUASIKEEFEKTIFANSTRATEGIPENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH 

PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah) 

Fauzi MA 
zhyrex@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Pennasalahan pengelolaan aset publik di pemerintah pusat maupun di 
pemerintahan daerah selalu menjadi persoalan. Upaya pemerintah menerbitkan PP 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai 
pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006, juga sebagai upaya pemerintah pusat dalarn 
rangka implementasi good governance dan penyesuaian dengan dinamika 
persoalan-persoalan pengelolaan barang milik negara/daerah dan juga terkait kasus
kasus pengelolaan barang milik negara/daerah temuan pemeriksaan BPK. Mendagri 
juga telah menerbitkan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah. Melalui IHPS I tahun 2017, BPK memberikan opini WTP 
atas 375 (70%) LKPD, opini WDP atas 139 (26%) LKPD dan opini TMP atas 23 
(4%) LKPD dari total keseluruhan 537 LKPD tahun 2016. Diperolehnya opini 
selain WTP, 29 persennya disebabkan oleh perrnasalahan pada aset tetap. 
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah sejak tahun 2008 s.d. 2017 memperoleh 
opini WTP, hanya tahun 2011 dan 2013 memperoleh opini WDP. Meskipun 
demikian, persoalan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten 
Aceh Tengah masih belum efektif dan perlu ditingkatkan pengelolaannya. 
Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana keefektifan pengelolaan barang milik 
daerah dalam konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset 
dan pengembangan SIMA dan bagaimana keefektifan strategi pengelolaan barang 
milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017. Penelitian ini 
menggunakan informan teknis dan infonnan non teknis dalam pengelolaan barang 
milik daerah yang berjumlah sebanyak scpuluh orang. Instrumen penelitian 
meliputi panduan wawancara, panduan observasi dan panduan pcngumpulan data 
sekunder. Adapun prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi dan dokumentasi, dan dengan menggunakan metode analisis deskriptif 
kualitati£ Berdasarkan basil dan pembahasan penelitian, bahwa pelaksanaan 
pengelolaan barang milik daerah ditinjau dari konteks inventarisasi aset, legal audit, 
penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA pada Pemerintah 
Kabupaten Aceh Tengah bel urn sepenuhnya efektif. Demikian juga dengan strategi 
pengelolaaO barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 
2017, hanya penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang milik daerah 
telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan pengamanan aset pemda dan 
pelelangan aset pemda bel urn dapat dilaksanakan secara efektif. 

Kata Kunci: Evaluasi, Keefektifan, Strategi, Pengelolaan Barang Milik Daerah 
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ABSTRACT 

STRATEGY EFFECTIVENESS EVALUATION OF REGIONAL 
PROPERTY MANAGEMENT 

AT CENTRAL ACEH DISTRICT GOVERNMENT IN 2017 
(Case Study at Central Aceh District Financial Management Agency) 

Fauzi MA 
zhyrex@gmail.com 

Graduate Study Program 
Indonesia Open University 

Public assets management issue in both central government and regional 
government is always a problem. Government effort to issue Government 
Regulation No. 27 of 2014 on State/Regional Property Management as the 
substitution of Government Regulation Number 6 of 2006, as well as government 
effort in the implementation of good governance and integration to the dynamics of 
state/regional property management problems and other cases of state/regional 
property management of BPK audit findings. The Minister of Home Affairs has 
also issued Regulation of Minister of Home Affairs No. 19 of2016 on Guidelines 
for Regional Property Management Guidelines. Through IHPS I in 2017, the 
Supreme Audit Board provided an unqualified opinion on 375 (70%) LKPD, a 
qualified opinion on 139 (26%) LK.PD and a disclaimer opinion on 23 (4%) LKPD 
of total 537 LKPD in 2016. Opinions other than WTP were obtained, 29 percent 
was caused by disruptions to fixed assets. Central Aceh District Government has 
obtained unqualified opinion from 2008 to 2017, qualified opinion was obtained 
only in 2011 and 2013. Nevertheless, the problem of assets management in central 
Aceh District Government is still not effective yet and the management needs to be 
improved. This study describes the effectiveness of regional property management 
in the context of asset inventory, legal audit, asset valuation, asset optimization and 
SIMA development and how is the strategy effectiveness of regional property 
management at Central Aceh District Government in 2017. This research used 
technical and nontechnical informants in regional property management. The 
research instruments were interview, observation and secondary data guidance. 
Data collection procedure was using interview, observation, and documentation, as 
well as using qualitative descriptive analysis method. Based on the results and 
discussion of the research, the regional property management in the context of asset 
inventory, legal audit, asset valuation, asset optimization and SIMA development 
at Central Aceh District Government has not been fully effective. Similarly, the 
strategy effectiveness of regional property management at Central Aceh District 
Goveinment in 2017, only asset reporting system and regional property 
management data collection are effective, while asset security and asset auction 
cannot be implemented effectively. 

Keywords: Evaluation, Effectiveness, Strategy, Regional Asset Management 
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BABIV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran umum Kabupaten Aceh Tengah 

a. Kondisi geografis. 

Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo yaitu suatu 

daerah yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan 

yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Kabupaten lain yang berada di 

kawasan ini adalah Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues. 

Kabupaten Aceh Tengah sendiri merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 

antara 200- 2600 meter diatas permukaan }aut, terletak pada posisi 4° I 0' 33" 

- 5° 57' 50" Lin tang Utara dan di an tara 95° 15' 40" - 97° 20' 25" Bujur Timur, 

dengan luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah berupa daratan seluas 

4318,39 km2 (BPS Kabupaten Aceh Tengah, 2017, hal. 8) 

Kabupaten Aceh Tengah terletak di tengah diantara kabupaten-kabupaten 

lain di Provinsi Aceh yang memiliki batas wilayah sebelah utara Kabupaten 

Bener Meriah, sebelah selatan Kabupaten Gayo Lues, sebelah barat Kabupaten 

Nagan Raya dan sebelah Timur Kabupaten Aceh Timur. Salah satu ciri khas 

Kabupaten Aceh Tengah yang tidak dimiliki kabupaten-kabupaten lain di 

Provinsi Aceh adalah adanya sebuah danau seluas 5.472 ha yang bemama 

"Danau Laut Tawar". Jika dilihat dari peta wilayah Provinsi Aceh, maka 

tampaklah sebuah danau yang berada di tengah-tengah peta, dan disanalah 

terletak kabupaten yang bemama Kabupaten Aceh Tengah. 

67 

43454.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



68 

Kabupaten Aceh Tengah memiliki ibukota bemama Tak:engon. Kabupaten 

Aceh Tengah dibagi dalam 14 kecamatan dengan luas masing-masing 

kecamatan dan jarak: dari ibukota dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini: 

Tabel5.1 
Nama Kecamatan, Luas Wilayah, dan Jarak dari Ibukota Kabupaten 

Jarak dari 

No. Nama Kecamatan 
Luas daratan Persentase Ibukota 
(dalam km2) Kabupaten 

(dalam km) 
1 Kecamatan Linge. 1766,24 39,65 34,50 
2 Kecamatan Atu .Lin tang. 146,27 3,28 32,00 
3 Kecamatan J a gong J eget. 188,25 4,23 60,00 
4 Kecamatan Bintang. 578,26 12,98 19,25 
5 Kecamatan Lut Tawar. 83,1 l ,87 0,50 
6 Kecamatan Kebayak:an. 48,18 1,08 2,50 
7 Kecamatan Pegasing. 169,83 3,8 1 7,00 
8 Kecamatan Bies. 12,32 0,28 10,00 
9 Kecamatan Bebesen 28,96 0,65 1,50 
10 Kecamatan Kute Panang 20,95 0,47 11 ,30 
11 Kecamatan Silih Nara. 75,04 1,68 22,00 
12 Kecamatan Ketol. 611 ,47 13,73 37,75 
13 Kecamatan Celala. 125,86 2,83 34,50 
14 Kecarnatan Rusip Antara 599,31 13,46 40,00 

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Tengah (201 7)/(dlOlah, 2018). 

Pada awalnya, luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah meliputi Kabupaten 

Aceh Tenggara dan Kabupaten Bener Meriah. Namun akh ir tahun 1974, karena 

sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, terbentuklah Kabupaten 

Aceh Tenggara dan pada awal tahun 2004, Kabupatcn Aceh Tengah kembali 

dimekarkan, dan terbentuklah Kabupaten Bener Meriah. 

b. Demografi 

Penduduk Kabupat~n Aceh Tengah terdiri dari beragam suku. Mayoritas 

adalah Suku Gayo, dan lainnya Suku Aceh, Suku Minang, Suku Jawa, Suku 

Batak, Suku Tionghoa dan lain-lain. Hampir 99% penduduk Kabupaten Aceh 

Tengah beragama Islam, dan hanya sebahagian kecil yang beragama Kristen 
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dan Buddha. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten 

Aceh Tengah berjumlah sebanyak 200.412 jiwa yang terdiri atas 101.115 jiwa 

penduduk laki-laki dan 99.297 jiwa penduduk perempuan. Jumlah tersebut naik 

sebesar 3,23 persen dibandingkan tahun 2015. Kepadatan penduduk di 

Kabupaten Aceh Tengah tahun 2016 mencapai 46 jiwalkm2, dengan tingkat 

kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Bebesen yaitu sebesar 836 jiwa/km2 

dan kepadatan terendah sebesar 5 jiwalkm2 terjadi di Kecamatan Linge (BPS 

Kabupaten Aceh Tengah, 2017, hal. 71). 

Penduduk di Kabupaten Aceh Tengah mayoritas berprofesi sebagai petani 

dan pekebun. Kabupaten Aceh Tengah juga dikenal oleh masyarakat Juar 

sebagai kabupaten penghasil kopi di Indonesia bahkan di Dunia. Kopi Arabika 

yang dihasilkan sudah terkenal di Dunia dan diakui Eropa dengan merk dagang 

Kopi Gayo atau Gayo Coffee. Luas lahan tanam saat ini di Kabupaten Aceh 

Tengah sebesar 48.701 Ha dengan total produksi sebanyak 31.373 Ton. Selain 

kopi, Kabupaten Aceh Tengah memiliki komoditas lain terbesar setelah kopi 

yaitu Tebu, dengan luas lahan tanam sebesar 4.355 Ha dengan hasil produksi 

sebesar 3 7.233 Ton per tahun (BPS Kabupaten Aceh Tengah, 2017, hal. 176). 

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya memiliki tradisi pacuan 

kuda yang diadakan saat menjelang perayaan HUT Proklamasi Indonesia dan 

pada hari ulang tahun kota Takengon yangjatuh pada tanggal 17 Februari setiap 

tahunnya. Selain itu, didong yang merupakan kesenian masyarakat Gayo, juga 

sering dilaksanakan ketika ada perlombaan ataupun kegiatan perayaan, dan 

biasanya dilaksanakan pada malam harinya. 
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2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 

a. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. 

Kedatangan kaum kolonial Hindia Belanda sekitar tahun 1904, tidak terlepas 

dari potensi perkebunan Tanah Gayo yang sangat cocok untuk budidaya kopi 

arabika, tembakau dan damar. Pada periode itu wilayah Kabupaten Aceh 

Tengah dijadikan Onder Afdeeling Nordkus Atjeh dengan Sigli sebagai 

ibukotanya. Lebih lanjut dijelaskan, dalam masa kolonial Hindia Belanda 

tersebut .di kawasan Takengon didirikan sebuah perusahaan pengolahan kopi 

dan damar dan sejak saat itu pula kawasan Takengon mulai berkembang 

menjadi sebuah pusat pemasaran hasil bumi Dataran Tinggi Gayo, khususnya 

sayuran dan kopi. 

Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 hingga 1945, 

Takengon berubah nama lagi menjadi Gun yang dipimpin oleh seorang Gunco. 

Setelah peninggalan Jepang, baru Takengon menjadi sebuah kabupaten. 

Tepatnya tanggal 14 April 1948 menjadi wilayah administratif berdasarkan 

Oendang-Oendang Nomor 10 Tahoen 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai 

sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang 

Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956. Wilayalmya meliputi tiga kawedanan, yaitu 

Kawedanan Takengon, Kawedanan Gayo Lues, dan Kawedanan Tanah Alas. 

Sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia (1945) sampai sekarang, 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah dipimpin oleh 22 orang Bupati, 

berikut adalah nama-nama Bupati Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah beserta 

tahun kepemimpinannya sebagaimana terlihat pada Tabel 5.2 di bawah ini: 
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Tabel5.2 
Nama-Nama Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sejak 

Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang 

No. Nama Tahun Menjabat 
1 Abdul Wahab 1945 s/d 1949 
2 Zaini Bakri 1949 s/d 1952 
3 M. Husin 1952 s/d 1953 
4 Mude Sedang 1953 s/d 1957 
5 M. Sahim Hasyimi 1957 s/d 1958 
6 Abdul Wahab 1958 s/d 1964 
7 Aman Sari 1964 s/d 1966 
8 M. Isa Amin 1966 s/d 1970 
9 NyakAbas 1970 s/d 1971 
IO· Nurdin Sufi 1971 s/d 1975 
11 M. Beni Batacut, BA. 1975 s/d 1985 
12 M. Jamil 1985 s/d 1990 
13 Drs. Zainuddin Mard 1990 s/d 1991 
14 Drs. T. M. Y oesoef zainoel 1991 s/d 1992 
15 Drs. Buchari Isag 1992 s/d 1998 
16 Drs.H. Mustafa M.Tami, MM 1998 s/d 2004 
17 Ir. Nasaruddin, MM (Pj) 2004 s/d 2005 
18 Drs. H. Syahbudin Bp, MM (Pj) 2006 
19 Ir. Nasaruddin, MM 2007 s/d 2012 
20 Ir. Mohd. Tanwier (Pj) 2012 
21 Ir. Nasaruddin, MM 2012 s/d 2017 
22 Drs Shabela Abubakar 2018 s/d sekarang 

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Tengah (2015: C4). 
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Pada tahun 201 5, dalam menjalankan kepemerintahan, menurut data BPS 

Kabupaten Aceh Tengah (2016: 27-29), Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 

dibantu sebanyak 49 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Terakhir awal 

tahun 2017, menjadi sebanyak 50 SKPK. Perubahan ini diakibatkan karena 

tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah 

yang ditindaklanjuti dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 

2016 ·ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh 

Tengah. Adapun nama-nama SKPK tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

berikut ini: 

43454.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
2 1 

22 
23 
24 

25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 

Tabel5.3 
Nama-Nama SKPK pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 

tahun 2017 sld sekarang 

Nama SKPK 
Penunjang Urusan Pemcrintah: 
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah 
Sekretariat DPRK Aceh Tengah 
Inspektorat Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Aceh Tengah 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabugaten Aceh Tengah 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
Urusan Pemerintah : 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Aceh Tengah 
Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah 
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Pertanian Kabupaten Acch Tengah 
Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Pangan Kabupaten Acch Tengah 
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kccil clan Menengah Kabupaten 
Aceh Tengah 
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Lingkungan Hidup Kabu_paten Aceh Tengah 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh 
Tengah 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah 
Urusan Pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan : 
Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah 
Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah 
Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah 
Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah 
Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah 
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah 
Urusan Pemerintahan lainnya : 
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah 
Sekretariat KORPRI Kabupaten Aceh Tengah 
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Kecamatan: 
36 Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah 
37 Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah 
38 Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah 
39 Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah 
40 Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah 
41 Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah 
42 Kecamatan Keto) Kabupaten Aceh Tengah 
43 Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah 
44 Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah 
45 Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah 
46 Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah 
47 Kecamatan Jagong Kabupaten Aceh Tengah 
48 Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah 
49 Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah 

Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik: 
50 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah 

Sumber : Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 20 16. 

b. Pejabat pengelola barang milik daerah. 

Dalam pcngelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Kabupaten 

Aceh Tengah, saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (Permendagri No. 19/20 16) ten tang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam struktur Pejabat Pcngclola Barang 

Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Pasal 9 

s.d. Pasal 17, Bab III Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Permendagri No. 

19/2016. Ada pun Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah-nya terdiri dari : 

I) Bupati Aceh Tengah selaku Pcmegang Kekuasaan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

2) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah selaku Pengelola Barang; 

3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah selaku 

Pejabat Penatausahaan Barang; 
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4) Kepala SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 

selaku Pengguna Barang atau kepa1a dibawah kepala SKPK atau 

setingkatnya selaku Kuasa Pengguna Barang; 

Kepala dibawah kepala SKPK atau setingkatnya, adalah seperti kepala 

sekolah, kepala puskesmas, kepala UPTD dan lain-lain. Namun saat ini pada 

Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah hanya terbatas pada kepala SK.PK 

se1aku Pengguna Barang. 

5) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; 

Saat ini pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang adalah sekretrasi di SKPK masmg

masing. Tugas-tugas yang berkaitan dengan penatausahaan pengguna 

barang di1aksanakan dan dibantu oleh bagian umum pada pengguna barang. 

6) Kepa1a Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Tengah selaku Pengurus Barang Pengelola; 

7) Stafpada SK.PK yang ditunjuk sebagai Pengurus Barang Pengguna; dan 

8) Staf pada SK.PK yang ditunjuk sebagai Pengurus Barang Pembantu. 

43454.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Adapun struktur pejabat pengelola barang milik daerah menurut Permendagri No. 19/2016, dapat dilihat pada Gam bar 5.1 dibawah ini 

GuberuurfBupatifW.!Ikotra 
Peme1a.n.1 Kelnueaa.n Pe:~t.celolaan. 

Baran• Milik Daerah 

L--·-·-·-·- ·- ·-·-·-·-·-·- ·- ·- ·-·-·-·-·-·-

t--------·-----------·----------·-----.---------------------f·---------;----------- --- -----------~------------------ -------------------l 
I I I 
I I J o 1 

1 

I 
I 
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Gambar 5.1 
Struktur Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah 
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Dari Gambar 5.1 diatas, Kepala Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau 

Pejabat Penatausahaan Barang di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan merangkap 

juga sebagai Pengguna Barang. Di bawah Kepala Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah ada Pengurus Barang Pengelola yaitu Bidang Aset di Badan 

Pengelolaan Keuangan. 

Untuk lebih mengetahui objek penelitian yaitu pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, berikut ini pada Gambar 5.2 disajikan 

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 

Pada Gambar 5.2, terlihat bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Tengah terdiri dari satu sekretariat dan lima bidang yang masing-masing 

bidang dan sekretariat terdiri dari tiga seksi dan sub bagian. Lima bidang 

dimaksud adalah Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang 

Perbendaharaan, Bidang Aset dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Khusus 

Bidang Aset atau selaku Pengurus Barang Pengelola, dapat dijelaskan, terdiri 

dari tiga seksi yaitu seksi pendataan dan pelaporan aset, seksi evaluasi dan 

pengendalian aset dan seksi penilaian dan pelelangan. 
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Gambar 5.2 
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
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c. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten 

Aceh Tengah 

Sejak tahun 2011, pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pernerintah 

Kabupaten Aceh Tengah mengalami perkembangan. Baik dari segi struktur 

organisasi, aturan dan juga perkembangan aset yang dikelola. Dari segi struktur 

organisasi, pengelolaan Barang Milik Daerah untuk pengurus barang pengelola 

atau Bidang Aset berada di bawah organisasi atau Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Kekayaan Daerah.(DPKKD) Aceh Tengah. Kemudian, pada awal tahun 

2015, dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, DPKKD 

dipecah menjadi dua dinas yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh 

Tengah dan Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Aceh Tengah. Bidang Aset 

selama dua tahun yaitu 2015 s.d. 2016, berada dibawah Dinas Pendapatan dan 

Aset Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya akhir 2016, Dinas Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Pendapatan dan Aset kembali 

lagi digabungkan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh 

Tengah hingga saat ini dan Bidang Aset masih dibawah dinas tcrscbut. 

Dari segi aturan, pengelolaan Barang Milik Daerah sebelum tanggal II April 

2016 masih mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan aturan-aturan diatasnya 

seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pcngelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang 

Penjua1an Kenderaan PerOrangan Dinas Milik Negara. Pemerintah Kabupaten 

Aceh Tengah juga telah mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 

7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
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Selanjutnya setelah terbitnya peraturan terbaru pada tahun 2014 yaitu 

Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang 

Penjualan Barang Milik Negara!Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Permendagri Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sampai 

saat ini belum ada qanun atau turunan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah sebagai tindaklanjut dikeluarkannya pennendagri 

diatas. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengacu Pennendagri Nomor 19 Tahun 

2016. 

Dari segi perkembangan aset yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten 

Aceh Tengah, dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Aceh Tengah dari tahun 2013 s.d. 2017, terjadi fluktuasi yang signifikan. 

Terutama pada tahun 2015, dimana jumlah Asct Tetap mcngalami penurunan 

akibat adanya perubahan sistem akuntansi yaitu dari cash basis menuju acrnal 

basis. Pada tahun 2013 jumlah Aset Tetap tercatat sebesar 

Rp2.095.600.778.992,00 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 

12%, yaitu menjadi Rp2.353.289.844.868,00. Namun pada tahun 2015, terjadi 

penurunan sebesar 40%, menjadi Rp 1.408.316.354.815,00. Penurunan tersebut 

akibat dilakukannya pertama kali penyusutan untuk Aset Tetap dan 

dikeluarkannya Aset Tetap yang rusak berat dari Neraca, sehingga lebih 

mencerminkan posisi keadaan Aset Tetap yang sebcnamya. 
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Adapun lebih lengkapnya, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khusus Aset Tetap dari tahun 2013 s.d. 2017 dapat 

dilihat pad a T abel 5.4 berikut ini: 

Tabel 5.4 
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khusus Aset Tetap dan Aset Lainnya dari tahun 2013 s.d. 2017 

No Aset 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 
1 , Tanah ' 151.676.282.994 154.174.620.886 166.924.550.536 181.929.604.918 184.984.426.088 
2 Peralatan dan Mesin I 325.545.643.030 369.88l.l99.473 278.488.611.789 323.517.614.708 375.190.249.959 
3 Gedung dan Bangunan I 389.767.854.120 493.686.880.663 55 l.31l.l56.597 640.68l.l24.338 73Ll27.161.943 
4 · Jalan, Irigasi dan Jaringan l.l95.795.555.979 1.291.022.708.498 Ll32.893.652.371 1.493.031.784.600 1.749.574.776.427 
5 A set T etap Lainnya 32.815.442.869 34.567.308.391 19.546.746.420 22.398.438.865 27.074.257.722 
6 Konstruksi dalam Penger_Btan 9.957.126.957 11.646.480.957 39.609.353.893 11.690.489.440 
7 Akumulasi Penyusutan (752.494.843.855) (880.417.189.795) ( 1.007.367.829.884 

Jumlah Aset Tetap 2.095.600.778.992 2.353.289.844.868 1.408.316.354.815 1.820.750.731.527 2.072.273.531.695 
8 Tuntutan Ganti Rugi 92.144.437 84.144.437 71.644.437 68.644.437 261.845.261 
9 Aset Lain-Lain (netto) 247.279.032.115 247.279.032.115 279.843.819.588 

Jumlah Aset 2.095.692.923.429 2.353.373.989.305 1.655.667.031.367 2.068-098.408.079 2.352.379.196.544 
Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Aceh Tengah 2014, 2016 dan BidangAset, 2018 (diolah). 
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B. Hasil 

1. Keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks asset management 

a. lnventarisasi aset. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Informan 

3), menjelaskan mengenai inventarisasi pertama kali dilakukan: 

"Cerita dari awal. Awal tahun 2015, pertama kali kita melakukan 
inventarisasi dengan menggunakan sistem dan data 2015 itu data yang 
sudah audited. Jadi kita lakukan awal inventarisasi itu menggunakan 
beberapa teori yang ada referenSi di buku. Yang pert am a, kita lakukan 
pemisahan (red-penggolongan aset). Jadi tahun 2014, masih empat kartu 
inventaris, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, 
Irigasi dan lainnya. 2015, sudah menjadi enam KIB yaitu Tanah, Peralatan 
dan Mesin, Gedung dan Bangunan, ]alan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap 
Lainnya dan Konstmksi dalam Pengerjaan. Jadi kama dulu kita belum 
pemah melakukan sensus, kita melakukan inventarisasi dengan data yang 
ada. Data yang ada di SKPK kita susun sesuai dengan jenisnya. Setelah kita 
susun, baru kita masukkan kedalam sistem." (BPKK Aceh Tengah, 
13/03/20 18). 

Lebih lanjut Informan 3 menjelaskan, bahwa tahun 2015 pertama kali dilakukan 

perbaikan data: 

"ltu pertama kali, kita masukkan kedalam sistem secara terpisah-pisah. 
Kemudian baru kita serahkan kepada SKPK untuk dilakukan verifikasi. 
Verifikasi artinya, mana yang sudah msak berat. Kalau dulu masih semraut 
datanya, masih manual. Setelah kita melakukan verifikasi baru kita 
masukkan kedalam sistem. Bam kemudian kita mempunyai data dasar. Jadi 
dari data dasar itu bam kita benahi pelan-pelan. Mana yang sudah rusak 
berat, yang mana masih ada, mana yang tidak ada lagi, sampai sekarang." 
(BPKK Aceh Tengah, 13/03/20 18). 

In forman 3 menegaskan bahwa pada tahun 2015, bukanlah sensus melainkan 

hanya inventarisasi saja dan tidak ada rekomendasi kepada pimpinan: 

"Itu belum sensus (Red: tahun 20 15). Itu hanya inventarisasi, tujuan kita 
untuk memisahkan aset dari cmpat KIB menjadi enam KIB." (BPKK Aceh 
Ten gab, 13/03/20 18). 
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"Tidak ada (Red: Rekomendasi). Karena hanya untuk pemisahan dan 
memperoleh neraca akrual dan alhamdulillah temyata 2015 kita dapat opini 
WTP dari BPK. Karena bisa menyelesaikan pemecahan KIB, kemudian bisa 
membuat proses akurnulasi penyusutan pertama kali. Kemudian menyajikan 
laporan neraca , aset secara akrual.. ...... " (BPKK Aceh Tengah, 
13/03/2018). 

Inforrnan 3 juga menjelaskan, bahwa upaya perbaikan data tidak berhenti 

pada tahun 2015 saja, namun berlanjut hingga tahun 2017, berikut 

penjelasannya: 

"Jadi, tidak berhenti disitu saja kita. Di 2016, kita mulai membenahi data
data identitas kenderaan. Karena sudah ada data dasar kita tinggallengk:api 
saja. Kenderaan ini nomor rangk:anya berapa, nom or mesinnya berapa. Itu 
pun belum semua kita dapatkan. Kemudian di 2017 kernaren, kita mulai 
melakukan penginputan sistem terkapitalisasi. Kalau dulu kita tarn bah terus. 
Ada bangunan, ada rehab bangunan A, kita tambahkan lagi. Padahal 
itemnya Sarna. Di 2017, barn kita mulai kapitalisasi." (BPKK Aceh Tengah, 
13/03/2018). 

Infonnan 3 menjelaskan upaya kapitalisasi yang baru dimulai tahun 2017, 

berikut penjelasannya: 

"lya disitu, kita mulai kapitalisasi. di 2017, di 2016 belum. Jadi ada barang 
yang sama, tempat yang sama, di lokasi yang sama, tercatat beberapa kali 
di dalam kartu inventarisasi kita. Karena dia ada rehab, lanjutan, seharusnya 
dia dikapitalisasi ke induknya. Di 2018, kita mulai seperti itu juga. Dan di 
2018 ini sekalian kita mulai sensus untuk aset tanah, gedung, jalan dan 
irigasi, supaya data yang kita sajikan didalarn pengelolaan barang itu lebih 
akurat. Sebenamya, saya dengar inforrnasi tapi belum lihat perbupnya yah, 
penetapan jalan kabupaten itu di Kabupaten Aceh Tengah cuman 482 ruas 
jalan yang mempunyai tanggungjawab kabupaten/kota. Tapi di dalam KIB 
kita tercatat 524. Berarti ada yang dobel catat. Itu yang belum kita benahi. 
Tennasuk irigasi, dengan inforrnasi sewaktu saya konsultasi, itu yang 
menjadi wewenang kita itu 83 irigasi, tapi di kita tercatat irigasi 100 lebih. 
Berarti ada dobel irigasi atau penambahan mungkin. Kalau memang ada 
penarnbahan kita rubah perbupnya." (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018). 

Penjelasan dari Informan 3 tersebut diatas, membcdakan istilah sensus dan 

inventarisasi. Inventarisasi diatas dimaksudkan sebagai pcrbaikan sebagian data 

(sampel) saja, bukan keseluruhan datalbarang milik daerah. Berikut Informan 3 

menjelaskan rencana sensus pada tahun 2018: 
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"Jadi untuk talmo 2018, pertama kali kita melak:uk:an sensus untuk aset 
tanah, gedung dan bangunan, dan jalan. Kama itu melekat semua, ditanah 
itu ada tanah kosong, di tanah itu ada jalan, di tanah itu ada gedung dan 
bangunan. Nanti hasil sensus itu kita kasih rekomendasi kepada pimpinan." 
(BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018). 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Informan 2), diketahui bahwa 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2018 dan 2019 telah 

menganggarkan dan merencanakan kegiatan inventarisasi atau pendataan 

barang milik daerah. Berikut penjelasannya: 

" ..... .ini instruksi kementerian, untuk menertibkan BMD Daerah artinya 
ban yak barang-barang yang belum terdata secara akurat, jadi diperlukan 
validasi data. Validasi data ini dibutuhkan untuk menentukan mana yang 
layak dan mana yang tidak layak. Hingga penyusutan menentukan disini 
artinya kita harus mengkalisifikasikan terlebih dahulu barang-barang yang 
masih layak digunakan dengan mana barang-barang yang tidak layak 
_digunakan. Hingga ini dapat kita klasifikasikan mana yang perlu dijual 
ataupun di dum atau dihapus. Sehingga kita dalam validasi data itu harus 
mempunyai aset-aset tetap yang benar-benar dapat berfungsi." (BPKK Aceh 
Tengah, 13/03/2018). 

Infonnan 2 menegaskan bahwa pada tahun 2018 ini target pengelolaan barang 

milik dacrah adalah untuk memvalidasi data dan sudah dianggarkan. 

Informan 2, dalam acara pembukaan pelatihan pendataan bagi 50 SKPK, 

menjelaskan alasan dilakukannya pendataan barang milik daerah pada tahun 

2018 dan 2019 ada1ah: 

" ...... kenapa harus diadakan kegiatan seperti ini. Karena semakin banyak 
kegiatan maka semakin banyak juga pertanggungjawaan yang harus kita 
buktikan. Baru-baru ini, kita dikunjungi oleh BPK dalam rangk:a intern 
terlebih dahulu 30 hari dan kemudian dilanjutkan dengan 60 hari, artinya 
adalah suatu kriteria bahwa aset menjadi salah satu syarat untuk 
mendapatkan penilaian opini, jadi tuntutan inilah yang kita laksanakan hari 
ini dan BPK merekomendasikan kepada kita bahwa untuk pengelola aset 
daerah itu harus menertibkan untuk 2019, makanya ini dibagi menjadi dua 
tahap ...... " (BPKK Aceh Tengah, 22/05/2018). 

43454.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



84 

"Untuk tahun-tahun sebelumnya untuk penertiban jalan dan irigasi itu 
belurn included artinya kita masih mengabaikan, nab ini menjadi suatu 
temuan dari BPK, ini pun aset negara .... dan ada dua sisi disini apabila 
tidak terdaftar di aset ini seharusnya kita menghibahkan .... , temyata BAST 
dari hibah pun belum pemah kita inikan (red: belum pemah dibuat) .... " 
(BPKK Aceh Tengah, 22/05/20 18). 

Alasan pelaksanaan inventarisasi sebagaimana penjelasan Informan 2, juga 

dikuatkan oleh Admin Simda BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya discbut Infonnan 4) yang membenarkan 

bahwa terdapat banyak data tanah/bangunan yang tidak lengk:ap yang untuk 

mengetahui lokasinya saja tidak diketahui. 

Berdasarkan basil observasi dan penelusuran, ditemukan beberapa 

dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan sensus/inventarisasi 

barang milik daerah yang pemah dilakukan pad a tahun 2014 lalu. Namun hasil 

pelaksanaan inventarisasi tidak dapat diketahui lebih lanjut. Hal ini dikarenakan 

tidak dapat ditemukannya infonnan yang dapat memberikan informasi terkait 

pelaksanaan inventarisasi tersebut. Namun berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari Informan 3, bahwa pelaksanaan inventarisasi tidak berhasil, 

terbukti dari buku inventarisasi yang tidak dilakukan pembaharuan atau koreksi, 

itu sebabnya perlu dilaksanakan inventarisasi kern bali. 

Salah satu hal pokok keberhasilan dalam suatu invcntarisasi aset atau 

manajemen aset adalah dilakukan pelabelan terhadap aset atau barang milik 

daerah. Namun temuan dilapangan bahwa banyak dari barang-barang milik 

daerah baik di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Teng~h sendiri 

maupun di SKPK-SKPK lain tidak memiliki label atau kode register barang. 

Hal terse but juga dibenarkan oleh Informan 9 yang menyatakan mengatakan: 
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"itulah (Red: banyak barang-barang yang tidak ada nomor kode barang), 
dulu udah pemah kita tempelkan, sebahagian besar udah dicabut. Ini udah 
disuruh lagi kita tempelkan." 

Dalarn wawancara dengan Informan 3, Infonnan 3 memberikan sedikit 

pandangannya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan 

aset. Menurutnya, ada 20 faktor yang berpengaruh, namun ada tujuh faktor yang 

paling mernpengaruhi pengelolaan aset. Berikut penjelasannya: 

" ...... Jadi dari 20 faktor itu yang paling berpengaruh dalam pengelolaan 
aset itu 7 item. Yang pertama itu lnventarisasi, itu data, kalau datanya salah 
tinggal kita perbaiki, kalau kurang tinggal ditambah, kalau Iebih tinggal 
dikurangi. "Setelah inventarisasi, verifikasi, eh, sistem dulu. Verifikasi, 
kemudian penilaian, setelah penilaian, revaluasi yaitu direvaluasi kembali 
terhadap nilai-nilai yang tidak wajar." (BPKK Aceh Tengah, 13/03/20 18). 

" ...... Kernudian keenam, rcstrukturisasi yaitu kita kembalikan dia kedalam 
nilai yang wajar." (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018). 

" ...... Karena sudah kita tetapkan nilainya kita revaluasi nilainya kedalam 
sistem. Setelah kita revaluasi kita strukturisasi nilainya. Mana yang kita 
kapitalisasi kita gabungk.an. Kadang-kadang ada empat aset, jenisnya sama, 
lokasinya sama kita gabungkan." (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018). 

"Kemudian yang kctujuh, SDM. ltu yang mempengaruhi. Sebenamya SDM 
itu dalam urutan survei yang kedua dia. Setelah sistem, SDM. Karena kalau 
tidak didukung dengan SDM ya sama saja. Tidak mampu kita menyajikan 
laporan sesuai harapan dan scsuai aturan yang ada." (BPKK Aceh Tengah, 
13/03/2018). 

b. Legal audit. 

Berikut adalah penjelasan dari In forman 3 mengenai Legal Audit: 

"itu (Red-Legal Audit) masuk dalam kategori verifikasi. Memperbaiki data 
yang sudah ada. Jadi untuk regulasinya kita sudah terbitkan Peraturan 
Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2017 tentang standar dan tata cara 
penggunaan kenderaan dinas. Jadi dalam peraturan ini sudah kita tetapkan 
tata cara penggunaan kenderaan dinas. Sebelum kenderaan dinas itu 
digunakan oleh pengguna dia harus ditetapkan dengan kej:mtusan kepala 
SKPK selaku penguasa pengguna barang yang namanya keputusan SPPKD 
yaitu Surat Penunjukan Pcmakai Kcnderaan. Jadi seluruh SKPK harus 
menerbitkan SPPKD sebelum kenderaan itu dimanfaatkan oleh pengguna. 
Ini pcraturan 2017, karena kita melakukan verifikasi itu bertahap. Itu khusus 
kenderaan. Kalau mengenai Tanah, Tanah yang kita kelola disini yang kita 
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1akukan pengamanan adalah tanah yang sudah dimanfaatkan pemanfaatan, 
penggunaannya, dan sudah tidak bersengk:eta lagi. Karena sesuai dengan 
Sura! Menteri Agraria Nomor 1046341/lll/2017, bahwasanya wewenang 
kantor pertanahan kabupatenlkota itu, salah satunya yaitu menyelesaikan 
sengketa tanah garapan." (BPKK Aceh Tengah, !3/03/20 18). 

Permasalahan sengketa tanah mulai tahun 2017 menjadi tupoksi dinas 

pertanahan kabupatenlkota, sedangkan Bidang Aset melakukan pengamanan 

terhadap aset tanah yang tidak bermasalah. Berikut penjelasan Informan 3 lebih 

Ian jut: 

"Dinas Pertanahan. Jadi kita tidak bisa tarik tupoksi mereka. Jadi masalah 
sengketa tanah itu diselesaikan oleh dinas pertanahan. Sudah diselesaikan 
oleh mereka dan terbit sertifikat tercatat dan kemudian kita catat pada buku 
inventaris kita, baru kita lakukan pengarnanan secara pamflet, atau 
pemagaran atau dimanfaatkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati." 
(BPKK Aceh Tengah, 13/03/20 18). 

Informan 3 juga menjelaskan bahwa pengurusan sertifikat tanah juga 

menjadi tupoksi dinas pertanahan kabupatenJkota. Untuk jumlah aset tanah di 

Pcmenntah Kabupaten Aceh Tengah yang belum bersertifikat, lnforman 3 

menjelaskan: 

"Sesuai dengan data yang ada di KIB ... (sedang mencari buku). Jumlah 
tanah kita disini, 582 persil. Jadi ini sesuai dengan keadaan audited tahun 
2016. Sesuai dengan data sertifikat yang ada, cuman ada 243 sertifikat. Jadi 
sekitar 40% (Red-41,7%) lagi yang belum ada, kurang lebih segitulah. Dan 
hal itu, data-data yang bel urn ada sertifikat sudah kita sampaikan ke Dinas 
Pertanahan untuk menindaklanjuti penertiban sertifikatnya." (BPKK Aceh 
Tengah, 13/03/20 18). 

Permasalahan untuk Bukti Pemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) juga 

dijelaskan oleh Informan 3 sebagai berikut: 

"Belum semua (Red: kenderaan yang tidak memiliki BPKB), untuk 
kenderaan mungkin untuk tahun ini terbitnya baru Desember. Perbub ini 
baru terbitnya." (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018). 

"Secara pencatatan, kenderaan-kenderaan yang hibah dari provinsi sudah 
kita catat di buku inventaris barang, namun dokumen kepemilikannya 
belum diserahkan kepada kita. Alasannya belum diterbitkan SK dari 
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Gubemur. Secara fisik sudah kita kuasai tetapi secara dokumennya belum 
diserahkan." (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018). 

Terkait yang wajib disimpan atau diamankan oleh pengelola barang melalui 

Bidang Aset atas dokumen·dokumen kepemilikan, Informan 3 menjelaskan 

bahwa sementara ini hanya BPKB dan sertifikat saja yang disimpan di Bidang 

Asct, namun jika nantinya ada dokumen lainnya seperti 1MB, SIP, surat-surat 

perjanjian, surat jaminan maka harus diamankan oleh pengelola barang (BPKK 

Aceh Tengah, 06/06/2018). 

c. Penilaian aset. 

Hasil wawancara dengan Informan 3 mengenai penilaian, berikut 

pcnjelasannya: 

"Kalau penilaian aturannya baru. Baru ada pada Permendagri 19 Tahun 
2016, dan Permendagri itu harus diterapkan paling lambat setahun setelah 
diterbitkan. Jadi sebelum-sebelumnya kita masih menggunakan penilaian 
tim internal. Penilai internal itu ditetapkan oleh bupati. Tetapi kedepan 
untuk penilaian yang tidak krusial, itu kita dilak:ukan penilaian oleh tim 
internal yang sudah bersertifikasi. Tetapi unutuk penilaian aset yang khusus, 
seperti Tanah, Bangunan, kita melakukan kerjasama dengan KPKNL atau 
KJPP." (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018). 

"Penilai itu, kalau kita lihat didalam pengelolaan aset, itu sangat penting. 
Pertama, Nilai itu ada beberapa nilai yang dibutuhkan, pertarna ada nilai 
wajar, nilai wajar itu bisa dimanfaatkan untuk pencatatan atau revaluasi 
nilai, kemudian untuk transak:si jual beli dan untuk nilai perolehan awal. 
Kemudian yang kedua ada namanya nilai pasar. Nilai pasar sama juga 
dengan nilai wajar. Nilai pasar ini merupakan nilai transaksi. Nilai transaksi 
yang berlaku di pasaran. Jika kita ingin menjual atau pelelangan aset daerah 
itu menggunakan nilai pasar. Saya lihat Penilai di kabupatenlkota sangat 
dibutuhkan. Jadi perlu suatu wadah atau regulasi yang dapat menguraikan 
tupoksi penilai. Tennasuk untuk pembebasan tanah, untuk penjualan, untuk 
perolehan awal, atau penetapan nilai wajar." (BPKK Aceh Tengah, 
13/03/2018). 

lnfonnan 3 menjelaskan bahwa penilai internal pemerintah daerah belum ada 

diatur, di Pennendagri baru mulai digarap dan yang ada saat ini hanya aturan 

dari Pennenpan ten tang pengangkatan tenaga fungsional. 
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Penjelasan dari Informan 3 tersebut diatas menjelaskan profesi penilai dan 

aturannya. Benar adanya bahwa di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bel urn 

ada penilai internal barang milik daerah bahkan di pemerintah daerah rnanapun 

di Indonesia, karena aturan terkait penilai barang milik daerah belum diatur, dan 

akan diatur lebih lanjut sebagaimana amanat dalam Permendagri 19/2016. 

Namun di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri, juga sebagaimana 

disampaikan salah satu staf seksi penilaian dan pelelangan pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Informan 

8) bahwa pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan 

penilaian atas penjualan/pelelangan basil bongkaran bangunan terutama 

sekolah-sekolah yang dirchap, terdapat penilai (tidak disebut penilai, namun 

dapat disebut penaksir) yang dalam Permendagri 19/2016, nilainya disebut 

dengan nilai taksiran, dan hal tersebut diperbolehkan oleh aturan tersebut guna 

kepentingan penjualan atau penghapusan. 

Namun demikian juga, walaupun adanya penilai (penaksir) di Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah, proses pelangan atau penjualan atas barang-barang 

inventaris yang tidak efektif tidak pemah dilakukan. Proses 

pelelangan/penjualan dilakukan hanya terbatas pada kenderaan bennotor saja. 

Dari hasil pengamatan juga ditemukan bahwa penilaian atas basil bongkaran 

bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Aceh 

Tengah Nomor 900192/BPKK/2017, tanggal 23 Juni 2017, tentang 

Penunjukan/Penetapan Tim Penilai Barang M.ilik Daerah (BMD) Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah. Adapun tim tersebut terditi dati dua sebagai 

penanggung jawab dan koordinator, delapan orang yang menadatangani basil 
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penilaian dan satu tim lagi yang berasal dan ditunjuk oleh KPKNL 

Lhokseumawe. 

d. Optimalisasi aset. 

Berikut ini adalah penjelasan Informan 3 tentang optimalisasi aset atau 

pemanfaatan barang milik daerah: 

"'Kalau di kita ini, yang saya lihat-lihat yang sudah berjalan, yaitu sew a dan 
pin jam pakai. Kalau bangun serah guna atau bangun guna serah bel urn ada, 
karena mungk:in karena keterbatasan laban kita dan keterbatasan tim. 
Rencana untuk proses pemanfaatan aset itu, pemerintah daerah harus 
memiliki tim yang secara teknis membahas tentang pemanfaatan aset daerah 
yang produktif. Seharusnya daerah perlu seperti itu." (BPKK Acch Tengah, 
13/03/2018). 

Pada kesempatan yang berbeda lnfonnan 3 juga memberikan penjelasan tcrkait 

jumlah yang dipinjampakaikan oleh pihak ketiga, sebagai berikut: 

"secara riil-nya ada di SKPK. Jika pinjam pakai itu ada yang berbentuk 
sewa. Pin jam pakai itu ada yang sewa dan juga ada yang tidak. Kalau yang 
sew a contohnya kayak resi gudang, workshop, kemudian pasar-pasar, ruko
ruko itu. Ada juga pinjam pakai yang tidak ada sewa, contohnya kayak resi 
gudang, itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga tapi ndak sewa, termasuk cafe 
itu. Mungkin yang ada laporannya sama kita baru itu yang lain adanya di 
SKPK.'. (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018). 

Lebih lanjut, lnforman 3 menjelaskan bahwa khusus untuk jumlah kenderaan 

berupa mobil yang dipinjampakaikan hanya ada pada instansi vertikal yaitu 

seperti kapolres, kodim, kejaksaan dan KIP, berikut penjelasan lengkapnya : 

"Yang ada datanya sama kita yang di kodim ada, yang dipolres ada, di 
kejaksaan ada, kemudian KIP, kan vertikal itu yang vertikal cuman itu aja, 
lima aja, itu untuk kenderaan. Kalau gedung yang setahu saya cuman dua 
yang pin jam pakai tanpa ada sewa. Tapi kalau pin jam pakai yang pakai sewa 
itu banyak." (BPK.K Aceh Tengah, 06/06/2018). 

e. Pengembangan SIMA (sistem infomiasi manajemen aset) 

Aplikasi Simda BMD dari BPKP pertama kali diterapkan pada tahun 2015. 

Sebelumnya, dalam pengelolaan barang milik daerah di Pemerintahan 
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Kabupaten Aceh Tengah, masih mengandalkan aplikasi Microsoft Excel. 

Berikut penjelasan In forman 3: 

" ...... sebelum-sebelumnya kita ndak pakai aplikasi. Jadi pakai excel. 
Sehingga kita terkendala dengan SDM, karena SDM pengurus barang itu 
terns berganti-ganti. Jadi seharusnya setiap tahun, setiap awal tahun 
sebelum mulai penginputan, pengurus barang kita latih dulu. Kita Iatih, kita 
kasih sosialisasi, kita dampingin, sistem penginputan, sistem penggunaan 
ap1ikasi." (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018). 

Setelah menggunakan Simda BMD hingga sekarang, berikut pengalaman 

Infonnan 3 dalam penggunaan Simda BMD: 

''SIMDA BMD ini mulai kita gunakan tahun 2015. Jadi masih banyak 
kelemahan-kelemahan ketika pertama kali kita pakai. Kami pertama kali 
pakai yaitu SIMDA BMD 1.06 dan sckarang sudah SIMDA versi 2.079. 
Jadi mereka, pihak BPKP selaku penyedia sistem selalu melakukan update 
kekurangan-kekurangan. Tctapi selama ini yang kami lihat fasilitas yang 
ada dalam sistem itu sangat membantu. Sangat membantu pemerintah, 
karena banyak sistem-sistem informasi yang dapat memudahkan pengguna, 
kita selaku pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pengguna SIMDA BMD, 
untuk menampilkan beberapa data atau beberapa tampilan, yang dibutuhkan 
untuk pengawasan. Seperti rekap mutasi, ada rekapnya, ada uraiannya, 
kemudian rekap pengadaan tahun berjalan, kemudian neraca. Neraca ada 
dua neraca aset dan neraca akuntansi. Kemudian tampilan per jenis item 
atau perjenis rekening, bisa kita tampilkan. Sejauh ini memang kalau kita 
lihat itu SIMDA BMD dari BPKP sudah cukup memadai untuk 
menampilkan beberapa informasi terkait dengan sistem infonnasi pelaporan 
penge1o1aan barang mi1ik daerah." (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018). 

Informan 4 menjelaskan bahwa adanya kendala dalam menjalankan aplikasi 

Simda BMD seperti permasalahan update dan laporan yang tidak muncul, 

namun pennasalahan-permasalahan tersebut dapat segera teratasi karena 

adanya dukungan perbaikan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan) Perwakilan Aceh. Berikut penjelasan lengkapnya: 

"Ada bg (Red: ada pennasalahim), tapi kita dikasih solusinya sama BPKP, 
waktu itu sama Pak Eliza, kalau ada pennasalah dengan simda." (BPKK 
Aceh Tengah, 07/07/2018). 

"Permasalahan update, laporan yang tidak muncul (Red: contoh 
pennasalahan). Kita juga ada dikasih script sama Pak Eliza untuk 
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melakukan beberapa perubahan atau tampilan data atau cara melakukan 
penyusutan. Tahun 2016 dengan 2017 kemaren untuk Simda BMD ndak ada 
permasa1ahan dengan 1aporan atau dengan BPK." (BPKK Aceh Tengah, 
07/07/2018). 

Penggunaan aplikasi Simda BMD di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 

juga belum sepenuhnya dimanfaatkan Hal ini terbukti dari tidak semua menu 

yang ada pada aplikasi digunakan. Berikut penjelasan Informan 4: 

"belum semua menu kita gunakan, karena kita belum bisa sinkron atau 
terkoneksi dengan Simda Keuangan. Menu yang kita gunakan cuman 
penatausahaan atau input barang aja. Kemudian tampilan menu laporan. 
Kalau menu lain seperti pengadaan, perencanaan, pemeliharaan dan lainnya 
belum kita gunakan." (BPKK Aceh Tengah, 07/07/2018). 

Pengembangan Simda BMD menjadi Simda BMD berbasis geospatial atau 

terhubung dengan aplikasi GIS, juga bel urn dilaksanakan (In forman 4, BPKK 

Aceh Tengah, 07/07/2018). lnforman 4 juga menjelaskan bahwa di aplikasi 

Simda BMD hanya ada alamat tanahlbangunan dengan nomor sertifikatnya 

sesuai dengan yang diinput oleh pengurus barang. Sedangk:an menurut 

Informan 6 yang menjelaskan pelaksanaan sensus di Pemerintah Kabupaten 

Gayo Lues, bahwa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sudah melaksanakan 

sensus dan khusus untuk. tanah, gedung dan bangunan harus ada titik koordinat, 

berikut penjelasannya : 

"kita sudah sensus scmuanya, KIB A, B, C, D, E. untuk tanah, gedung dan 
bangunan harus ada titik koordinat semuanya, kalau ndak kaco nanti 
semuanya ...... Kalau sudah pak:ai titik koordinat, nanti ketahuan semua di 
peta ..... nanti kita tinggal ngecek ini barangnya ini, ini tititk koordinatnya 
ini ...... " (2018). 

Penggunaan aplikasi Simda BMD, menurut Informan 4 memiliki 

keuntungan dan kelemahan, adapun keuntungan dan kelemahannya adalah 

sebagai berikut: 
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"Keuntungannya yang buat ini sama BPKP dan kita terus didukung untuk 
pengembangannya, seperti update2 kita pasti dikasih tahu, dan kalau ada 
pennasalah pun kita bisa langsung ke Banda Aceh untuk penyelesaiannya, 
ndak harus ke Jakarta, di BPKP Banda Aceh sudah disediakan ruang khusus 
untuk konsultasi masalah Simda. Kelebihan lainnya juga kita punya grup di 
tb, dimana kalau kita ada permasalahan atau daerah lain ada pennasalahan 
kita bisa langsung tanyakan di grup dan nanti dijawab sarna master 
adminnya dari jakarta." (BPKK Aceh Tengah, 07/07/2018). 

"Kalau kelemahannya, menurut beberapa daerah yang sudah menggunakan 
Simda BMD kemudian menggantikannya dengan aplikasi lain dari pihak 
ketiga, bilang kalau simda bmd sulit untuk kita melakukan penghapusan 
atau mencari item suatu barang dan hanya bisa dihapuskan satu persatu tidak 
secara sekaligus. Kelemahannya lagi kadang sering error atau tampilan 
laporannya ndak. keluar. Kadang kita sering harus pak.ai sript untuk 
melakukan pelaporan. Kalau di kota-kota besar, seperti Surabaya, 
Lampung, aplikasi BMD-nya pak.ai pihak ketiga, bahkan tetangga kita Gayo 
Lues juga pakai aplikasi dari pihak ketiga." (BPKK Aceh Tengah, 
07/07/2018). 

Dibagian akhir wawancara dengan Informan 3, Informan 3 memberikan 

pendapatnya tentang upaya yang efektif yang dapat meningkatkan pengelolaan 

barang milik daerah, namun hal tersebut justru belum dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, berikut penjelasannya: 

"Selama saya disini, pemah saya sampaikan kepada pimpinan. Pertama kali 
yang perlu kita terapkan dalam pengelolaan barang milik daerah ini adalah 
komitmen dari pimpinan tertinggi sampai dengan pengguna. Kalau sudah 
komitmen kalau sudah benar, maka bisa kita benahi. Karena kalau saya lihat 
dari regulasi yang ada dari pengelolaan aset ini sudah sangat. .. (Red: sudah 
sangat mendukung). Setelah komitmen pimpinan, SDM. Seharusnya dan 
selayaknya SDM-SDM yang ditempatkan di SKPK-SKPK selaku penguasa 
barang memiliki kemampuan dalam menggunakan IT, tidak Gaptek. Karen a 
zaman kita sekarang ini zaman IT. Menggunakan komputer saja tidak bisa 
apa1agi menggunakan sistem." (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018). 

"Kemudian yang ketiga itu, kesejahteraan. Karena Pengguna Barang baik 
itu di SKPK, itu mereka mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Baik 
tanggung jawab dalam penyusunan LKPD, tanggung jawab dalam 
inventarisasi barang milik daerah, tanggungjawab dalam pengamanan 
barang milik daerah, dan tanggung jawab dengan audit. Jadi kalau mereka 
saja tidak sejahterah, bagaimana mereka mau meningkatkan kapasitas, 
kinerja." (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018). 
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"Kemudian yang keempat itu fasilitas. Fasilitas di SKPK ini kadang-kadang 
untuk pengurus barang komputer saja tidak ada. Dimana mereka mau 
bekerja. Fasilitis tennasuk Roda Dua lab, untuk melakukan koordinasi atau 
peninjauan barang. Komputer atau laptop, printer dan prasarana lainnya. Itu 
yang perlu didukung untuk meningk:atkan kapasitas pengurus barang dalam 
penge1o1aan barang milik daerab." (BPKK Aceh Tengab, 13/03/2018). 

"Komitmen, SDM, kesejahteraan dan kemudian sarana prasarana." (BPKK 
Aceh Tengab, 13/03/2018). 

Salah satu pengums barang (selanjutnya discbut lnforman 7) juga 

membenarkan kurangnya fasilitas dan perhatian terhadap pengurus barang: 

"Masih kurangnya tempat-tempat penyimpanan arsip, data yang diperlukan 
dari PPTK terkadang sulit/susah kita peroleh dan masih kurangnya 
perhatian terhadap pengnrus barang." (BPKK Aceh Tengah, 26/03/2018). 

Sulitnya data yang diperoleh dari PPTK, juga pemah diberi masukan oleh 

Informan 3, berikut penjelasannya: 

"Terkait itu, sebenarnya, kita sudah coba kasih masukkan. Masukkan untuk 
pengurus barang maupun ke pimpinan. Kita berharap pengurus barang itu 
lebih diefektifkanlah dalam proses pengadaan di SKPK. Artinya, setidaknya 
setiap ada pengadaan belanja modal yang dapat dicatat sebagai aset, itu ada 
verifikasi atau disposisi dari pengurus barang bahwasanya, itu barang sudah 
dicatat sebagai aset baru bisa ditindaklanjut. Temyata mungkin ya, ke 
komitmen pimpinan mungkin ada hal-hal yang lain sehingga sampai 
sekarang belum bisa diefektifkan.'' (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018). 

Terkait dengan komitmen pimpinan, sebagaimana penjelasan Informan 3, 

lnforman lain yang tidak dapat disebutkan namanya (selanjutnya disebut 

In forman 6 ), menjelaskan bahwa pimpinan atau pengguna barang terkadang 

lebih mengetahui dirinya sebagai pengguna anggaran daripada pengguna 

barang. Informan 6 menambahkan bahwa saat ini pimpinan kurang 

memperhatikan tentang pentingnya aset pemerintah ini, jika dibandingkan 

dengan kabupaten tetangga (Red: Gayo Lues), disana honorarium pengurus 

barang setiap bulannya lebih dari satu juta disamping tunjangan yang diterima 

setiap bulan. In forman 6 menyebutkan juga bahwa honorarium pengurus barang 
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di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak lebih besar dari satu juta setiap 

tahunnya. 

Pendapat lain dari lnfonnan 6 adalah terkait kurangnya penghargaan dari 

pimpinan. Informan 6 pada kesempatan penyerahan opini WTP oleh BPK pada 

tahun 2017 atas pemeriksaan LKPD tahun 2016, mengatakan: 

.. Maunya kita disuruh, "nih kalian pergi jalan-jalan keluar daerah pergi 
refreshing''. Ini apa? disalaminya juga nggak, ndak ada sedikit pun 
penghargaan untuk kita." 

Namun dari basil wawancara dengan Informan 2 memberikan pendapat yang 

sedikit berbeda, bahwa Informan 2 membenarkan pengelolaan barang milik 

daerah sudah baik hanya perlu ditingkatkan lagi, hal ini dilihat dari perolehan 

opini WTP dari tahun ke tahun. Selain itu, Infonnan 2 menyatakan bahwa 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selalu rnemprioritaskan anggaran untuk 

kegiatan barang milik daerah. Berikut penjelasannya: 

• 
"Kita selalu memprioritaskan anggaran untuk kegiatan BMD ini, artinya 
apabila ada aset yang bennasalah, maka harus kita tindaklanjuti segera. Ini 
upaya untuk ini. Jadi kita mampu mempertahankan, kalau ini sebagai salah 
satu syarat WTP, ya itu tetap maksimal, standar itu ...... " (BPKK Aceh 
Tengah, 28/03/2018). 

2. Keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah 

a. Penyusunan sistem laporan aset. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Infonnan 3, terkait dengan 

sasaran jangk:a panjang dalam bidang pengelolaan barang milik daerah yang 

tertuang dalam renstra (rencana strategis) lima tahunan, Informan 3 

menjelaskari bahwa: 

" ...... Didalam penyusunan renJa, penyusunan anggaran, penyusunan 
LAKIP (Red: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), habis tu 
RPJM (Red: Rencana Pembangunan Jangka Menengah), kita Aset tidak 
pernah diikutsertakan. Seharusnya, didalam regulasi yang ada, itu aset harus 
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diikutsertakan dalam penyusunan rencana kerja, RPJM, RPJP (Red: 
Rencana Pembangunan Jangka Pendek), babkan dalam penyusunan 
anggaran, diikutsertakan, kita masuk kedalarn TAPD (Red: Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah). Tapi tidak pernah diikutsertakan. Gimana kita tahu, 
gimana kita rnau kasih masukkan terhadap regulasi-regulasi strategis seperti 
itu." (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018). 

"Masalah aset ini kalau didalam rencana-rencana strategis kepemimpinan 
kayak renja penysusunan rencana kerja, secara khusus tidak ada. Penekanan 
itu harus dibenahi ini, tetapi secara umum seperti penertiban atau penataan 
pasar tradisional itu jatuhnya ke Dinas Perindustrian, nggak ke kita. Secara 
khusus membenahi penertiban tentang kenderaan itu ndak ada." (BPKK 
Aceh Tengah, 06/06/2018). 

Lebih lanjut Informan 3 rnenjelaskan bahwa selama ini strategi/rencana 

penyelesaian pennasalahan barang milik daerah hanya mengikuti temuan BPK. 

Sedangk:an untuk rencana strategis khusus tentang pengelolaan barang milik 

daerah tidak pemah ada. Berikut pcnjelasan lengkapnya: 

"kalau rencana strategis khusus tentang pengelolaan barang milik daerah itu 
ndak pemah ada. Pemimpin tidak pemah ada membuat rencana strategis 
tentang pengelolaan atau pembenahan barang milik daerah. Kenapa tidak 
pemah, perasaanku, kama setiap ada penyusunan-penyusunan seperti itu? 
Aset tidak pemah ikut. Ndak pemah diajak ikut. Jadi ndak pemah ada 
masukkan. Aset kira-kira rencana strategisnya kedepan mau diapain aset ini. 
Nggak pemah ada masukkan." (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018). 

Dari penjelasan Informan 3 tersebut diatas juga dapat dibuktikan dari 

dokumen LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 

Tahun 2017. Dari dokumen tersebut, tidak ditemukan sasaran yang 

berhubungan dengan rencana pengelolaan barang milik daerah yang diinginkan. 

Hanya ditemukan sasaran terkait penyusunan buku standar belanja yang 

biasanya rutin dilaksanakan setiap tahun dan sifatnya bukan bagian dari 

pengeiolaan barang milik daerah yang utama. Namun secara umum, Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki visi 

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Baik dan Benar Menuju 
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Masyarakat Sejahtera 20 17" ini, memiliki salah satu mtsmya yang terkait 

dengan pengelolaan barang milik daerah yaitu .. Penataan Keuangan dan 

Pemanfaatan Kekayaan Daerah secara efektif dan efisien" dan juga tujuan yang 

ingin dicapai yaitu •'Tertatanya Keuangan dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah 

secara efektif dan efisien". 

Dari misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, 

membuat strategi yang berbunyi "Peningkatan penataan Keuangan dan 

Pemanfaatan Kekayaan Daerah secara efektif dan efisien". Kemudian tertuang 

dalam bentuk kebijakan yaitu "Membentuk dan meningkatkan administrasi 

standar biaya yang baik". Untuk mendukung kebijakan, maka terciptalah 

program~program yang direncanakan lima tahun kedepan. Program yang 

berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah yang juga dilaksanakan 

oleh Bidang Aset yaitu penyusunan standar harga, penyusunan sistem laporan 

aset, pendataan barang milik daerah, pengamanan aset pemda dan pelelangan 

aset pemda. 

Selanjutnya, terkait dengan perencanaan atau penetapan anggaranlkegiatan 

tahunan, lnfonnan 3 memberikan penjelasan sebagai berikut: 

" ..... .Jadi anggaran, sewaktu di dispenda, di aset masih di dinas 
pendapatan. Kita ada beberapa anggaran yang kita usul yang, mungkin jika 
anggaran itu dipenuhi kita mampu untuk membenahi perbaikan aset lebih 
dini. Temyata sistem penetapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Aceh 
Tengah, secara umum kadang, itu dinas pendapatan itu di jatah. Misalnya 
dinas pendapatan itu dapat 1 milyar. Satu milyar dibagi bcrapa bidang. 
Bidang aset dapatnya cuman 100 jt. Bidang ini ...... I 00 jt ya kita 
manfaatkan seoptimal mungkin untuk pengelolaan barang, tennasuk itu 
untuk honor pengurus barang terrnasuk penertiban. Begitulah sistem 
pembagian anggaran yang diterapkan di dispenda dulu. Bagaimana mau 
efisien pengelolaan barang. Sedangkan anggaran dibatasi." (BPKK Aceh 
Tengah, 06/06/2018). 
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Secara historis, awal mulanya adanya kegiatan penyusunan sistem laporan 

aset, pendataan barang milik daerah, pengamanan aset pemda dan pelelangan 

aset pemda, Informan 3 menjelaskan bahwa kegiatan yang rutin setiap tahunnya 

adalah penyusunan sistem Japoran aset, kemudian ditambah kegiatan 

pelelangan aset pemda untuk rencana penghapusan barang milik daerah yang 

tidak efektif dan kegiatan pengamanan asct pemda untuk rencana pembuatan 

pamfletltanda kepemilikan tanah!bangunan dan pengurusan hibah BPKB 

kenderaan dari Provinsi, terakhir kegiatan pendataan barang milik daerah yang 

rencana awal untuk inventarisasi aset namun tidak disetujui dan dialihkan untuk 

rencana mutasi barang milik daerah akibat perubahan SOTK. 

Terkait penyusunan sistem laporan aset atau upaya menghasilkan laporan 

neraca pada akhir tahun, dari Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan Aset pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut 

In forman I) menjelaskan bahwa kegiatan penyusunan sistem laporan aset 

adalah kegiatan penginputan belanja modal oleh pengurus barang setiap dua 

kali dalam setahun atau setiap semester. Dalam melakukan penginputan belanja 

modal, biasanya ada kendala-kendala yang dihadapi, berikut penjelasan dari 

Informan 1 : 

"ada beberapa SKPK yang tidak melaporkan sampai dengan batas waktu 
yang telah ditentukan. Pengurus Barang juga terkadang sulit untuk 
mendapatkan catatan belanja modal yang dari PPTK. Kita juga sulit untuk 
melakukan penginputan sesuai dengan jadwal yang ada harus menunggu 
terlebih dahulu penginputan SP2D dari Bidang Akuntansi. Penginputan 
juga tidak disertai dengan dokumen yang Jengkap, sehingga sulit untuk 
mengetahui jenis atau spesifikasi barang. Selain itu juga ada permasalah atas 
aset-aset atau belanja modal dari dan BOK dan dana BOS sekolah-sekolah, 
dimana penginputannya dilakukan diakhir tahun. Secara umumnya itu 
permasalahannya." (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018). 
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Namun demikian, Informan 1 mengatakan bahwa batas waktu pelaporan aset 

setiap tahunnya tidak pemah terlambat. Adapun penyebab terjadinya kendala-

kendala yang hampir terjadi setiap tahunnya, Infonnan l menjelaskan bahwa 

hal tersebut dikarenakan pengurus barang yang berganti-ganti setiap tahunnya 

dan tidak ada diklat atau pelatihan khusus untuk pengurus barang. 

Tidak adanya diklat atau pelatihan untuk pen gurus barang juga diak:ui oleh 

Infonnan 7 dan Pengurus Barang BLUD RSU Datu Bern (selanjutnya disebut 

Informan 9), berikut pendapat yang disampaikan: 

"sebaiknya dalam pengelolaan BMD agar lebih tertib dan sesuai aturan dan 
sumberdaya aparatur pcngelola BMD harus sering diikutkan dalam diklat 
dan bintek agar lebih terarnpil dan berkualitas." (lnfonnan 7, BPKK Aceh 
Tcngah, 26/03/20 18). 

"Tiap tahun kita cuman disuruh input aja, jarang ada pelatihan atau diklat 
yang diselenggarakan oleh bidang aset. Maunya ada sosialisasi atau 
pe1atihan yang perlu diadakan". (lnforman 9, BLVD RSU Datu Beru 
Takengon, 07/06/2018). 

Penyusunan sistem laporan aset, selain bertujuan untuk penginputan belanja 

modal tahun beqalan, JUga bertujuan untuk memperbaiki data yang sudah ada. 

Salah satu yang difokuskan dan harus diselesaikan pada tahun 2017 yang lalu 

adalah kapitalisasi aset, berikut penjelasan Informan 3: 

"Kita fokus untuk kapitalisasi aset. Jadi pada dasarnya, 2016 juga sudah 
kapitalisasi namun bel urn sepenuhnya, dan 2017 kita fokus pada kapitalisasi 
aset yaitu aset-aset yang tahun perolehannya setelah akrual itu kita 
kapitalisasi semua dalam arti kata tidak lagi aset yang pencatatan ganda dari 
tahun 2015." (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018). 

Dalam kegiatan penyusunan sistem laporan aset, Informan I menjelaskan 

bcberapa komponen biaya atau kegiatan yang terlibat dalam penyusunan sistem 

laporan aset: 

"Penyusunan laporan aset itu tujuan yang paling utamanya adalah 
pencatatan belanja modal dari SKPK-SKPK, kemudian dilakukan 
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pencetakan KIB dan juga buku induk inventaris. 1 adi kornponen yang 
terlibat hanya belanja pegawai yaitu dalam bentuk honor untuk pengurus 
barang dan belanja barang dan jasa untuk keperluan penyelesaian laporan 
aset tersebut." (BPKK Aceh Tengab, 06/06/2018). 

Penjelasan tersebut juga dikuatkan oleh penjelasan Infonnan 3 yang 

mengatakan: 

" ...... Karena pelaporan itu terkait dengan honor pctugas penyusun Iaporan. 
Itu kan honor pengurus barang semua. Besamya anggaran pelaporan itu di 
honor pengurus barang. Honor pengurus barang seluruh SKPK ...... .'' 
(BPKK Aceh Tengab, 06/06/2018). 

Adapun komponen biaya yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 5.5 

Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Penyusunan 

Sistem Laporan Aset berikut ini : 
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Tabel 5.5 
. ... -·-··, .... b • • •• .UJ.H.<H, >'-'-'UHVU"'' '-'""" '-''"'"'-' '"06....._ ... .,' '-'HJ._..,....._.._,,.. '-''"""'"-' ..._,,.. '-'''"'a''"""' 

Program : Program pcningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

Kegiatan : Penyusunan Sistem Laooran Aset 
lndikator dan Tolok Ukur Kiner.ia Belanja Langsun2: 

lndikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 

Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 85% 

Masukan Jumlah Dana Rp100.000.000 

Keluaran Tersedianya penyusunan sistem laporan aset 95% 

Hasil Terwujudnya enyusunan sistem laporan aset 100% 

No Uraian Anggaran 
Tambah Anggaran Setelah 

Realisasi Sisa Anggaran 
/Kuraug Perubahan 

1 Honorarium PPK 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 -
2 Honorarium Tim Kegiatan 35.000.000 - 35.000.000 35.000.000 -
3 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 13.200.000 (3.600.000) 9.600.000 9.600.000 -
4 Uang Lembur PNS 1.700.000 - 1.700.000 1.695.000 5.000 

5 BelanjaATK 3.500.000 - 3.500.000 3.495.000 5.000 

6 Belanja Jasa Tenaga Ahli!Narasumber - 3.600.000 3.600.000 3.600.000 -
7 Belanja Cetak 9.400.000 - 9.400.000 9.396.000 4.000 

8 Belanja Penggandaan 3.000.000 - 3.000.000 2.998.500 1.500 

I 9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000 - 1.200.000 !.195.900 4.100 

' 10 SPPD Dalam Daerah 1.000.000 - 1.000.000 700.000 300.000 

11 SPPD Luar Daerah 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 -
JUMLAH 100.000.000 - 100.000.000 99.680.400 319.600 

·------ ----- -- -- -- ---·-

Sumber: BPKK Aceh Tengah, 2018 (dio1ah). 
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b. Pendataan barang milik daerab. 

Tujuan dari kegiatan pendataan barang milik daerah, Infonnan 1 

menjelaskan : 

"Tujuan kegiatan pendataan itu sebenamya hanya dikhususkan untuk 
pendataan perpindahan aset-aset dari satu SKPK ke SKPK lainnya. Ada 
SKPK yang pecah menjadi dua, ada SKPK yang melebur ke SKPK lain, ada 
juga SKPK yang baru ada. Perpindahan aset-aset tersebut sebenarnya 
sangatlah rumit, kita ndak tahu sebenamya mana saja dari barang-barang 
tersebut berpindah, apalagi peralatan dan mesin yangkecil-kecil, bel urn lagi 
barang yang kemungkinan ndak ada lagi." (BPKK Aceh Tengab, 
06/06/20 18). 

Adapun komponen biaya atau kegiatan dominan yang telibat, Informan 1 

menjelaskan bahwa komponen honor tim dan biaya perjalanan dinas yang 

paling besar, hal tersebut terjadi karcna banyaknya tim yang terlibat dan 

perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangk:a koordinasi pasca pemeriksaan 

BPK dan penyerahan opini. Lebih lanjut, Informan I menambahkan bahwa 

hasil dari kegiatan pendataan tersebut berupa laporan mutasi dari SKPK A ke 

SKPK lainnya dan laporan tersebut hams dilaporkan dalam catatan laporan 

keuangan. 

Adapun komponen biaya yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 5.6 

Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pendataan 

barang Milik Daerah berikut ini : 
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Tabel 5.6 

Perubahan. Realisasi dan Sisa A Pend B Milik Daerah 
Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 
Kegiatan · Pendataan barang milik daerah 

lndikator dan Tolok Ukur Kiner.ia Belan.ia Lan~tsung 
I Indikator Tolok Ukur Kinerja 
I Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerak 
I Masukan Jumlah Dana 

Keluaran Peninjauan dan pendataan barang milik daerah 

Hasil Terwujudnya eninjauan dan pendataan barang milik daerah 

No Uraian Anggaran 
Tambah/ Anggaran Setelah 

Realisasi 
Kurang Peru bah an 

l Honorarium PPK 5.100.000 - 5.100.000 I 5.100.000 
2 Honorarium Tim Kegiatan 20.000.000 50.000.000 70.000.000 70.000.000 
3 Uang Lembur PNS 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 
4 BelanjaATK 6.700.000 200.000 6.900.000 6.643.300 
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.500.000 2.500.000 5.000.000 ! -
6 Belanja Cetak 6.000.000 4.000.000 10.000.000 9.996.000 
7 Belanja Penggandaan 4.000.000 - 4.000.000 3.937.400 
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.700.000 3.300.000 5.000.000 2.339.400 
9 SPPD Dalam Daerah 5.000.000 - i 5.000.000 3.500.000 
10 SPPD Luar Daerah 20.000.000 10.000.000 30.000.000 29.313.600 

JUMLAH 75.000.000 70.000.000 145.000.000 134.829.700 
Sumber: BPKK Aceh Tengah, 2018 (diolah). 
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Target Kinerja 

85% 
Rp75.000.000 

100% 

100% 

Sisa Anggaran 

-
-
-

256.700 

5.000.000 

4.000 

62.600 

2.660.600 

1.500.000 

686.400 

10.170.300 
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c. Pengamanan aset pemda. 

Dari basil wawacara dengan Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian Aset 

pad a Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh T engah ( selanjutnya 

disebut Informan 5) menjelaskan tujuan dari kegiatan pengamanan aset sebagai 

berikut: 

"Kegiatan pengamanan aset sesuai dengan pem1endagri 19 Tahun 2016 
yaitu dengan melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Kalau 
pengamanan fisik misalnya untuk tanah dan bangunan dengan cara 
memasang pagar dan tanda kepemilikan tanah/gedung dan untuk kenderaan 
dengan cara membuat BAST kenderaan, selain dari itu dengan cara 
penyimpanan barang secara baik beserta dengan dokumen pendukungnya." 
(BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018). 

"Untuk pengamanan secara administrasi yaitu dengan cara penyimpanan 
atau penataushaan dokumen-dokumen yang terkait dengan barang milik 
daerah tersebut. Untuk pengamanan hukum terkait dengan pengamananjika 
barang milik daerah tersebut milik pemerintah daerah namun belum 
dilengk:api dengan dokumen-dokumen pemilikan yang kuat, seperti tanah 
yang belum bersertifikat, kita sertifikatkan dulu, atau kenderaan yang belum 
memiliki BPKB atau masalah-masalah lainnya yang terkait dengan 
1ega1itas." (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018). 

Hasil dari kegiatan pengarnanan aset yang sudah dilakukan pada tahun 2017 

lalu, Infonnan 5 menjelaskan : 

"Kita lakukan pengadaan dan pemasangan pamflet atau tanda kepemilikan 
tanah dan juga kita melakukan sewa gedung untuk pengamanan barang
barang yang tidak memiliki manfaat ekonomis lagi." (BPKK Aceh Tengah, 
07/06/2018). 

Penjelasan Informan 5 tentang basil kegiatan pengamanan aset tersebut 

diatas adalah pengamanan yang dilakukan secara fisik sebagaimana amanat 

Permendagri 19 Tahun 2016. Sedangkan untuk pengamanan secara adrninistrasi 

yang wajib disimpan oleh Pengelola Barang, Infonnan 5 menyebutkan 

dokumen-dokumen yang disimpan di Bidang Aset hanya berupa sertifikat 

tanah/akte tanah dan BPKB kenderaan yang disimpan di dalam brankas dan 
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filling cabinet (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018). Penjelasan serupa JUga 

disampaikan oleh Informan 3, bahwa sementara ini hanya BPKB dan sertifikat 

saja yang disimpan di Bidang Aset, namun jika nantinya ada dokumen lainnya 

seperti 1MB, SIP, surat-surat perjanjian, surat jaminan maka harus diamankan 

oleh penge1ola baraog (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018). 

Selain pengamanan fisik dan administrasi, pengamanan hukum juga 

dilaksanakan, namun hanya terbatas pada BPKB kenderaan sedangkan untuk 

taoah dilakukan o1eh Dinas Pertaoahao Kabupaten Aceh Tengah yang baru 

terbentuk pada pertengahan 2017, berikut penjelasan Infonnan 5: 

"Ada tanah yang bermasalah atau masih sengketa atau tanah-tanah yang 
belum memiliki sertifikat, narnun itu sudah jadi tanggungjawab dinas 
pertanahan untuk penyelesaiannya. Sedangkan untuk BPKB kenderaan, ada 
beberapa dinas yang pada tahun sebelumnya sudah dilakukan pengadaan 
narnun belum diserahkan BPKBnya sama kita dan ada juga BPK.B yang 
masih di provinsi, kenderaannya sudah diserahkan kepada kita tapi proses 
hibahnya be1um dilaksaoakao." (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018). 

Penjelasan Informan 5 mengenai penyelesaian masalah hukum oleh dinas 

pertanahan, juga telah dipcrtcgas scbclumnya oleh lnforman 3 pada temuan 

hasillegal audit sebelumnya yaitu: 

" ...... Kalau mengenai tanah, tanah yang kita kelola disini yang kita lakukan 
pengamanan adalah tanah yang sudah dimanfaatkan pemanfaatan, 
penggunaannya, dan sudah tidak bersengketa lagi ....... " (BPKK Aceh 
Tengah, 13/03/2018). 

" ...... Jadi masalah sengketa tanah itu diselesaikan oleh Dinas Pcrtanahan. 
Sudah diselesaikan oleh mereka dan terbit sertifikat tercatat dan kemudian 
kita catat pada buku inventaris kita, barn kita lakukan pengamanan secara 
pamflet, atau pemagaran atau dimanfaatkan sesuai dengan yang ditetapkan 
oleh Bupati." (BPKK Aceh Tengah, 13/03/20 18). 

" ...... Jadi sekitar 40% (atau 339 persil tanah) lagi yang belum ada, kurang 
lebih segitulah ...... data-data yang bel urn ada sertifikat sudah kita sampaikan 
ke Dinas Pertanahan untuk menindaklanjuti penertiban sertifikatnya.'' 
(BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018). 
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Berdasarkan penjelasan lnfonnan 5 diatas, terkait hasil dari kegiatan 

pengamanan aset pemda, sedikit berbeda dengan penjelasan Informan 3 berik:ut 

tru: 

"kalau pengamanan aset yang pertama, regulasinya dulu, juknisnya 
pengamanan. Banyak yang diamankan tennasuk peralatan dan mesin. 
Gedung dan Bangunan kan beda mekanisme pengamanannya. Pertama 
regulasinya, yang baru pertama kita tertibkan regulasi terkait pengamanan 
dengan penggunaan kenderaan dinas. Udah keluar regulasinya, kemudian 
udah kita edarkan cuman bel urn kita sosialisasikan ke pengurus barang dan 
kita harapkan kedepan pertama kita tertibkan nomor polisinya dulu. Nomor 
polisi SK.PK agar sinkron. Kemudian setelah kita tertibkan nomor polisi, 
SK.PK hams membuat surat keputusan penetapan pengguna barang. Dasar 
penertiban pengguna barang itu baru dibuat berita acara serah terima ke 
pengguna. ltu mekanisme penertiban peralatan dan mesin. Mungkin juga 
nanti berdampak ke yang lainnya, seperti juga ke mobileur, laptop, 
komputer. Harus ada SK kepala SKPK tentang penctapan pengguna barang. 
Untuk masalah gedung, pertama kita tertibkan tanahnya dulu, tanahnya 
punya siapa ini? Punya kita atau bukan. Kalau punya kita sudah ada 
sertifikat, kita inventarisasi ini tanah sudah ada sertifikat. Kalau belum kita 
proseskan sertifikatnya dulu. Dan gedung, gedung itu ada IMB·nya tidak? 
Kemudian gedung itu statusnya punya siapa? Baru kemudian kita buatkan 
pamflet identitas, artinya <'Tanah ini Milik Pemerintah Kabupaten Aceh 
Tengah sesuai Sertifikat Nomor ..... "kita pasang disetiap tanah·tanah milik 
pemda. ltu mungkin salah satu upaya kita." (BPKK Aceh Tengah, 
06106/20 18). 

Adapun komponen biaya yang terlibat dapat dilihat pad a Tabel 5. 7 

Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pengamanan 

Aset Pemda berikut ini : 
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Program 

Kegiatan 

lndikator 

A • u• A ~~•, • u• --· 
Tabe15.7 

Perubahan. Realisasi dan Sisa A .. p --·. -·· ~···-·-· 

: Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 
: Pengamanan Aset Pemerintah Daerah 

Aset Pemda berikut · · ..... 

Indikator dan Tolok Ukur Kiner.ia Belan.ia Lan~sung 
Tolok Ukur Kinerja 

Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerak 

Masukan Jumlah Dana 

Keluaran : Pengamanan Aset Negara Daerah 

Hasil I Terpeliharanya data kepemilikan Hak atas Aset Daerah 

No Uraian ' Anggaran 
Tambah Anggaran Setelah 

Realisasi 
/Kurang 

' 
Perubahan 

1 Honorarium PPK 
i 

5.100.000 - 5.100.000 5.100.000 

2 Honorarium Tim Kegiatan 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 
' 

3 Be1anja ATK 2.000.000 - 2.000.000 1.994.900 

4 Be1anja Cetak 35.000.000 (35.000.000) - -
5 Belanja Penggandaan 1.400.000 - 1.400.000 1.385.000 

6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 

7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000 - 1.500.000 654.000 

8 SPPD Luar Daerah 20.000.000 - 20.000.000 19.050.500 

9 Belanja Modal Peralatan & Mesin - 35.000.000 35.000.000 34.750.000 

JUMLAH 100.000.000 - 100.000.000 97.934.400 
------- --·-·- --

Sumber: BPKK Aceh Tengah. 2018 (dio1ah). 
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Target Kinerja 
85% 

Rp 100.000.000 

90% 

100% 

Sisa Anggaran 

-
-

5.100 

-
15.000 

-
846.000 

949.500 
250.000 

2.065.600 
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d. Pe1e1angan aset pemda. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 8 bahwa tujuan dari kegiatan 

pelelangan aset pemda adalah penghapusan atas barang milik daerah yang 

sudah rusak. Lebih lanjut, Infonnan 8 menjelaskan bahwa penghapusan tersebut 

dilakukan dengan dua cara yaitu penjualan dan pemusnahan. Namun upaya 

penjualan barang milik daerah pada tahun 2017 lalu hanya terbatas pada 

bongkaran bangunan sekolah. Berikut penjelasan lnforman 8 mengenai tidak 

terlaksananya sepenuhnya kegiatan pelelangan aset pemda: 

"Tahun 2017 kemaren yang dijual atau dilelang hanya untuk bongkaran 
bangunan sekolah-sekolah yang mau dirchap kembali. Kalau untuk barang
barang inventaris bel urn sempat kita lakukan penjualan atau pemusnahan." 
(BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018). 

"Sebelum dilakukan penjualan bg, kita lakukan penilaian terlebih dahulu ke 
KPKNL Lhokseumawe. Curnan orang tu belurn sempat rnenilai, kita udah 
dari awal tahun mengajukan permohonan penilaian tapi sampai akhir tahun 
mereka belurn bisa, bahkan rnungkin sampai tahun 2018 juga belurn bisa 
dilakukan penilaian. Yang sempat rnereka nilai cuman satu kenderaan wakil 
bupati aja. ltu cuman satu yang bisa orang tu nilai." (BPKK Acch Tengah, 
07/06/2018). 

Menurut Informan 3, "Sebenamya yang ingin dicapai pada tahun 2017 

adalah penertiban atas aset-aset yang tidak efektif." Narnun alasan tidak 

terlaksana sepenuhnya kegiatan pelelangan aset pemda juga diakui oleh 

Informan 3, yang menjelaskan: 

" ...... nggak tercapai, terkendala pada KPKNL, proses penilaian sama 
proses verifikasi. Itu ndak tercapai. Kalau yang lain, yang dua itu tercapai. 
(Red: penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang milik daerah) 
ltu ndak tercapai satu, artinya penghapusan atas aset-aset yang tidak efektif 
lagi. Mungkin tahun inilah kita perbaiki dan tercapai. Karena tahun lalu kita 
masih tergantung sama KPKNL, kalau sekarang sudah keluar pennendagri 
tentang penilaian .... permendagri ...... (Red: Permendagri 21 ten tang 
Penilaian Barang Milik Negara!Daerah)" (BPKK Aceh Tengah, 
06/06/2018). 
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Akibat tidak terlaksana sepenuhnya kegiatan pelelangan aset pemda, 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Bidang Aset mengambil inisiatif 

agar pelaksanaan pelelangan aset pemda dapat berjalan pada tahun 2018, maka 

anggaran kegiatan pelelangan aset pemda dilakukan perubahan/revisi. Berikut 

penjelasan Informan 8 mengenai perubahan tersebut: 

"Anggarannya sudah kita revisi, anggaran kita gunakan untuk kegiatan lain 
atau kegiatan yang berhubungan dengan koordinasi pelelangan. Sisa 
anggaran sekitar 10 jt. Koordinasi pelelangan termasuk SPPD untuk 
pelatihan/pendidikan petugas penilai ke Medan dan ke Jakarta. Jadi tahun 
depan, bisa nanti kita melakukan penilaian sendiri, karena kita sudah punya 
sertifkat peni1aian dari MAP PI." (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018). 

" ...... kalau penyebab lainnya ndak ada. Kit a cum an mengandalkan KPKNL 
untuk penilaian dan pelelangan. Karena sumber daya kita disini bel urn bisa 
melakukan penilaian, walaupun secara aturan bisa dilaksanakan, tapi BPK 
menyarankan untuk penilaian barang milik daerah, penilai wajib memiliki 
kemampuan penilai dengan menunjukkan bukti sertifikat pelatihan. ltu yang 
sedang kita kejar tahun ini." (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018). 

Adapun komponen biaya yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 5.8 

Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pelelangan Aset 

Pemda berikut ini : 
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' I Program 
Kegiatan 

Indikator 

• •"Qo~·~·, .... QQ~·~·· A A 
Tabel5.8 

Perubahan, Realisasi dan Sisa A Pelel '!2!2~· ~· ~ -·~·~·!;;!~' 

: Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

: Pelelangan Aset Pemerintah Daerah 
lndikator dan Tolok Ukur Kiner.ia Belanja Langsung 

Tolok Ukur Kinerja 

Aset Pemd .• 

Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Masukan Jumlah Dana 

Keluaran Pelaksanaan Pelelangan Aset Negara Daerah 

Hasil Terlaksananya Lelang Aset Daerah 

No Uraian I Anggaran Tambah Anggaran Setelah Realisasi 
/Kurang Perubahan 

I Honorarium PPK 6.000.000 3.000.000 9.000.000 9.000.000 

2 Honorarium Tim Kegiatan 60.000.000 (20.000.000) 40.000.000 40.000.000 

3 Uang Lembur PNS 4.000.000 2.000.000 6.000.000 5.782.500 

4 BelanjaATK 4.000.000 5.000.000 9.000.000 8.911.600 

5 Belanja jasa penyiaran bcrita melalui 15.000.000 (15.000.000) -
media elektronik/media massa 

6 Belanja Penggandaan 4.000.000 15.000.000 19.000.000 19.000.000 

7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000 (3.000.000) 2.000.000 2.000.000 

8 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.000 5.000.000 -
9 SPPD Dalam Daerah 5.000.000 5.000.000 3.000.000 

10 SPPD Luar Daerah 40.000.000 27.695.000 67.695.000 64.695.000 

JUMLAH 148.000.000 14.695.000 162.695.000 152389.100 
------

Sumber : BPKK Aceh Tengah, 2018 (diolah). 

109 

Target Kinerja 
85% 

Rp 148.000.000 

95% 

100% 

Sisa Anggaran 

-
-

217.500 

88.400 

-

-
-

5.000.000 

2.000.000 
3.000.000 

10.305.900 
--
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C. Pembahasan 

Pada Bah II telah disajikan teori berkaitan dengan manajemen startegis dan asset 

management, dan pada Bah IV bagian Hasil (temuan penelitian) juga telah 

dihasilkan data lapangan dan basil wawancara. Pada bagian ini akan dilakukan 

evaluasi keefektifan dengan cara mencocokkan teori yang ada dengan basil temuan 

di lapangan baik berupa data, wawancara maupun basil observasi lapangan. 

1. Keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks asset management 

a. Inventarisasi aset 

Dari basil wawancara dcngan Informan 3, diketahui bahwa tahun 2015 

pertarna kali dilakukan inventarisasi hingga berlanjut tahun 2017. Inventarisasi 

yang dimaksud oleh Inforrnan 3 bcrupa penggolongan aset dari empat KIB 

menjadi enam KIB, verifikasi aset sesuai dengan kondisi aset, membenahi data

data identitas kenderaan dan melakukan penginputan sistem terkapitalisasi. 

Masih dari Infonnan 3 juga telah menjelaskan bahwa di tahun 2018 akan 

dilakukan sensus untuk aset tanah, gedung dan jalan. Dari Informan 2 juga 

diketahui bahwa inventarisasi akan dilaksanakan dua tahap yaitu tahap satu 

tahun 2018 untuk aset tanah, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, 

dan tahap dua tahun 2019 untuk peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya. 

Pcntingnya dilakukannya inventarisasi aset di Pemerintah Kabupaten Aceh 

Tengah juga dapat diketahui dari penjelasan In forman 3, In forman 2, Infonnan 

4 dan Infonnan 9 bahwa masih ban yak aset yang datanya bel urn akurat baik itu 

terkait jumlah tanahlbangunan/jalan!irigasi yang sebenamya, alamat atau lokasi 

maupun barang-barang milik daerah yang belum diberi label. Pentingnya 
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inventarisasi juga mengingat bahwa inventarisasi yang pemah dilakukan pada 

tahun 2014 dapat dianggap tidak berhasil. 

Penjelasan yang disarnpaikan oleh Informan 3 bahwa yang dilakukan pada 

tahun 2015 hingga 2017 adalah inventarisasi bukan sensus, tidak sesuai dengan 

definisi atau pengertian inventarisasi. Dari pengertian atau definisi inventarisasi 

sebelumnya, jelas bahwa pengertian inventarisasi bennakna lebih luas atau 

didefinisikan sarna dengan sensus. Pengcrtian sensus tidak pemah disebutkan 

didalam Permendagri 19/2016, namun hanya menyebutkan inventarisasi yang 

dilakukan minimal setiap lima tahun sekali. Pengertian pendataan, sebagaimana 

dimaksud pada kegiatan pendataan barang milik daerah yang direncanakan pada 

tahun 2018 dan 2019, mengacu pada pengertian inventarisasi. Meskipun 

pendataan adalah salah satu bagian dari inventarisasi sebagaimana pengertian 

inventarisasi dalam Pennendagri 19/2016. 

lnventarisasi yang dimaksud oleh Informan 3 adalah juga termasuk bagian 

dari inventarisasi yang bermakna melakukan updating atau pembaharuan data, 

namun tidak dilakukan secara keseluruhan aset, namun secara perlahan-lahan 

dan khusus hingga tahun 2017. Pcrbaikan atau pembaharuan dimaksud berupa 

updating data-data kenderaan bermotor, kapitalisasi terhadap aset bangunan, 

jalan, irigasi dan jaringan. 

Pengertian inventarisasi aset oleh Siregar (2004:518) juga tidak dipenuhi 

sepenuhnya dimana tidak dilakukannya proses pendataan dan 

kodifikasi/labelling. Demikian juga pengertian inventarisasi aset dalam 

Pennendagri 19/2016 yang tidak dilakukannya pendataan, pencatatan, dan 

pelaporan basil pendataan barang milik daerah. 
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Dari definisi operasionalisasi konsep inventarisasi aset, juga tidak dapat 

dipenuhi yaitu tidak dilakukannya pencocokan atau pengecekan fisik barang 

sesuai dengan yang tercantum dalam daftar rincian kartu inventaris barang. 

Definisi telah dilaksanakannya inventarisasi aset di Pemerintah Kabupaten 

Aceh Tengah dipenuhi jika telah dilakukan pendataan atau pengecekan secara 

fisik, kemudian dilakukan pencatatan atau pembaharuan kedalam datalsistem, 

dan selanjutnya dilaporkan hasil pendataan barang milik daerah secara 

kese1uruhan. 

Dari pembahasan diatas, membandingkan teori dan operasionalisasi konsep 

atau ukuran inventarisasi aset dengan basil data lapangan dan wawancara serta 

observasi, dapat diketahui bahwa inventarisasi aset pad a Pernerintah Kabupaten 

Aceh Tengah belum dilaksanakan sepenuhnya dan direncanakan akan 

dilaksanakan pada tahun 2018 ini dan 2019 tahun mendatang. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah kabupaten 

Aceh Tengah dalam konteks inventarisasi aset belum sepenuhnya efektif. 

b. Legal audit. 

Dari hasil wawancara Infonnan 3 menjelaskan bahwa legal audit tcrmasuk 

dalam bagian verifikasi atau mempcrbaiki data yang sudah ada. lnfonnan 3 

mencontohkan untuk kenderaan telah diterbitkan aturan tentang tata cara 

penggunaan kenderaan dinas dimana salah satunya mengatur tentang penetapan 

SPPKD yaitu Surat Penunjukan Pcmakai Kenderaan. Contoh lain untuk tanah, 

berupa pengamanan tanah yang sudah dimanfaatkan pemanfaatan, 

penggunaannya, dan sudah tidak bersengketa lagi. Infonnan 3 menjelaskan 
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bahwa penyelesaian sengketa tanah garapan dilaksanakan oleh kantor 

pertanahan kabupatenlkota. 

Masih dari penjelasan Infonnan 3, bahwa pengurusan sertifikat tanah juga 

menjadi tupoksi dinas pertanahan kabupaten!kota, sedangkan tupoksi Bidang . 

Aset hanya sebatas pencatatan, pengamanan secara pamflet atau pemagaran. 

Sebagaimana penjelasan Infonnan 3 dijelaskan bahwa tanah yang telah 

bersertifikat berjumlah 243 atau sekitar 40% lagi yang bel urn bersertifikat. 

Contoh lainnya dijelaskan oleh Informan 3 adalah BPKB kenderaan. Dimana 

ada hibah kenderaan dari provinsi sudah dicatat di buku inventaris barang 

namun dokumen kepemilikannya belum diserahkan, dimana secara fisik 

kenderaan sudah dikuasai narnun secara dokumen belum diserahkan. Terakhir, 

dari penjelasan Informan 3 menyebutkan bahwa saat ini hanya BPKB dan 

sertifikat tanah saja yang disimpan di Bidang Aset sedangkan dokumen lain 

seperti 1MB, SIP, surat-surat perjanjian, surat jaminan, jika ada maka harus 

diamankan oleh pengelola barang. 

Dari penjelasan In forman 3 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa (1) 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menerbitkan peraturan tentang tata 

cara penggunaan kenderaan namun aturan tersebut baru akan dilaksanakan; (2) 

tanah yang belum bersertifikat jumlahnya cukup signifikan mencapai 243 

persil/lokasi atau 40%, artinya tidak dilakukan pengurusan sertifikat selama ini; 

(3) belum selesainya proses hibah atau penyerahan BPKB dari Provinsi dan 

terakhir (4) Bidang Aset hanya menyimpan BPKB dan sertifikat tanah 

sementara ini. 
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Dari keempat kesimpulan tersebut diatas jika dibandingkan dengan definisi 

oleh Siregar (2004: 519), Permendagri 19/2016 dan definisi operasionalisasi 

legal audit yang mendefinisikan sebagai kegiatan pengurusan tanah yang belum 

bersertifikat, 1MB, BPKB, SIP dan BAST, maka dapat diketahui bahwa proses 

legal audit di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya 

dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik 

daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam konteks legal audit 

sepenuhnya belum efektif. 

c. Pcnilaian asct. 

Dari hasil wawancara dengan Infonnan 3, diketahui bahwa aturan mengenai 

penilaian masih baru sejak adanya Permendagri 19/2016, namun sebelum ada 

aturan tersebut, penilaian dilakukan oleh penilai internal atau tim yang 

ditetapkan oleh bupati. Kedepan, Informan 3 menjelaskan untuk penilaian yang 

tidak krusial, nantinya dilakukan oleh penilai internal yang telah bersertifikasi 

dan penilaian seperti tanah dan bangunan dilakukan kerjasama dengan KPKNL 

atau KJPP. Informan 3 juga menjelaskan bahwa penilai internal pemerintah 

daerah bel urn ada diatur. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Tcknis Pengclolaan Barang Milik Daerah, scbclum 

adanya!berlakunya Pennendagri 19/2016, pada Bab X tentang Penilaian, 

khususnya pasal 52 ayat (I), bahwa penilaian barang milik daerah dilaksanakan 

oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dapat melibatkan penilai 

independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Pada peraturan tersebut 

juga disebutkan bahwa penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca 
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pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pada Bah XII tentang 

Pemindahtanganan khususnya Pasal 56 ayat (1 ), juga menjelaskan bahwa 

barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, 

dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah. Benhlk -bentuk 

pemindahtanganan pada aturan tersebut juga sarna dengan aturan dalam 

Permendagri 19/2016, yaitu penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan 

modal pemerintah daerah. 

Pada dasarnya aturan Permendagri 19/2016 tidak jauh berbeda dengan 

aturan sebelumnya yaitu Pennendagri 17/2007. Baik itu mengenai penilaian 

maupun pemindahtanganan. Dari basil pengamatan di lapangan, diketahui 

bahwa penghapusan aset melalui penjualan pada Bidang Aset atau Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah dilakukan hanya untuk kenderaan bermotor yang 

nilainya, dinilai oleh tim yang ditetapkan oleh bupati dan hanya terbatas pada 

aset renovasi gedung-gedung sekolah. Sedangkan untuk aset atau barang 

inventaris yang rusak berat atau tidak dapat dipergunakan belum pemah 

dilakukan penghapusan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari nilai aset lain-lain 

atau rusak berat pada neraca aset dari tahun 2015 s.d. 2017 tidak berkurang yang 

artinya juga bahwa aset-aset tersebut tidak pemah dilakukan upaya penilaian 

untuk dilakukan penghapusan baik dengan cara penjualan, pemusnahan maupun 

dengan cara dihibahkan. 

Dari penjelasan tersebut diatas, diketahui bahwa definisi penilaian aset di 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah baik definisi oleh Siregar (2004: 519), 

Pennendagri 19/2016 maupun ukuran penilaian dari operasionalisasi konsep 

pcnclitian, tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa penge1o1aan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 

dalam konteks penilaian aset belum sepenuhnya efektif. 

d. Optimalisasi aset. 

Berdasarkan hasil penjelasan Informan 3 bahwa yang berjalan di Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka pemanfaatan aset atau optimalisasi aset 

adalah sewa dan pinjam pakai, sedangkan untuk yang lainnya belum ada. Hal 

tersebut karena keterbatasan lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh 

Tengah dan belum adanya tim teknis yang dibentuk untuk membahas 

pemanfaatan aset daerah yang produktif. 

lnforman 3 juga menyebutkan bahwa saat ini untuk pinjam pakai yang ada 

hanya seperti resi gudang, cafe, beberapa kenderaan berupa mobil dan barang 

inventaris seperti laptop, meja, kursi, dll ke instansi vertikal seperti polres, 

kejaksaan, kodim dan KIP. Sedangkan untuk sewa, Informan 3 menyebutkan 

seperti pasar-pasar dan ruko-ruko. 

Untuk kategori sewa yaitu pasar-pasar dan ruko-ruko sebagaimana 

disebutkan oleh Informan 3, tidak memenuhi definisi dalam Pennendagri 

19/2016. Menurut Pasal 80 ayat (2) Permendagri 19/2016, disebutkan bahwa 

barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat 

dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. Dengan kata lain 

bahwa bangunan ruko atau sewa tanah yang selama ini telah menjadi objek 

retribusi tidak dapat dikategorikan sebagai objek pemanfaatan. 

Namun demikian, Informan 3 menjelaskan bahwa untuk aset yang 

dimanfaatkan apakah sewa atau pinjarn pakai, Informan 3 menjelaskan bahwa 

secara riil-nya SKPK yang bersangk:utan lebih mengetahui karena tidak semua 
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aset yang disewakan atau dipinjampakaikan diketahui oleh Bidang Aset. Salah 

satu contohnya adalah bangunan cold storage yang berlokasi di jalan Yos 

Sudarso yang telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan petjanjian sewa, 

namun Bidang Aset tidak mengetahui secara pasti. 

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dari lima objek 

pemanfaatan yaitu sewa, pin jam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna 

serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur, yang 

hanya ada objek pemanfaatan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yaitu 

pinjam pakai. Sehingga definisi optimalisasi aset di Pemerintah Kabupaten 

Aceh Tengah baik dari definisi Siregar (2004: 519), Permendagri 19/2016 

maupun definisi operasionalisasi konsep penelitian, tidak berjalanldilaksanakan 

sepenulmya. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam konteks optimalisasi aset belum 

sepenuhnya efektif. 

e. Pengembangan SIMA (sistem infonnasi manajemen aset). 

Sebagaimana penjelasan Infonnan 3 pada hasil wawancara, menjelaskan, 

bahwa SIMDA BMD pertama kali digunakan pada tahun 2015, dimana masih 

banyak kelemahan-kelernahan ketika pertama kali digunakan. Dimana SIMDA 

BMD pertama kali menggunakan versi 1.06 dan terakhir ini meng!:,•lmakan versi 

2.079. Lebih lanjut Informan 3 rnenjelaskan bahwa fasilitas yang ada dalam 

SIMDA BMD sudah sangat membantu dan cukup memadai untuk menampilkan 

beberapa infonnasi terkait dengan infonnasi pelaporan barang rnilik daerah. 

Dari penjelasan Infonnan 4, juga menjelaskan beberapa pennasalahan 

Simda BMD, namun permasalahan tersebut dapat teratasi karena adanya 
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dukungan perbaikan dari BPKP. Selain itu, Informan 4 juga menyampaikan 

bahwa tidak semua menu di dalam aplikasi tersebut dimanfaatkan. Dari 

Informan 4 juga diketahui bahwa Simda BMD tidak, dikembangkan atau 

terhubung dengan aplikasi lain yang berbasis geospasial atau GIS. 

Dari penjelasan Informan 3 dan Infonnan 4 dapat disimpulkan bahwa (I) 

aplikasi Simda BMD yang digunakan sudah cukup membantu dan memberikan 

informasi terkait laporan pengelolaan barang milik daerah; (2) tidak semua 

menu digunakan dalam aplikasi Simda BMD sehingga dimungkinkan bentuk 

pengawasan dan pengendalian dari Simda BMD tidak berjalan efektif; (3) 

Simda BMD tidak berbasis geospasial 

Pengertian SIMA o1eh Siregar (2004: 519-520) tampak jauh 1ebih luas 

karena SIMA yang dimaksud berbasis geografis, yaitu pengembangan dari 

SIMBADA yang menarnbahkan unsur spasial. SIMBADA sendiri pada tahun 

2001 sudah dikenal namun Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan 

basil wawancara dengan InfOrman 3, bahwa pertama kali menggunakan aplikasi 

SIMDA BMD mulai digunakan tahun 2015 dan tahun-tahun sebelum itu masih 

menggunakan manual (Excel). Jadi hingga sekarang Pernerintah Kabupaten 

Aceh Tengah masih menggunakan SIMDA BMD versi 2.079 yang dibuat atau 

dikembangkan oleh BPKP dalam pengelolaan barang milik daerahnya. 

Sebagaimana diketahui dan disampaikan oleh Informan 3 juga, bahwa SIMDA 

BMD adalah aplikasi database non-spatial yang belum dikembangkan menjadi 

berbasis spatial atau Geographic Information System (GIS). 

Siregar (2004: 519-520) menjelaskan bahwa tujuan pengembangan SIMA 

adalah untuk tujuan pengawasan dan pengendalian. Tujuan pengawasan dan 
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pengendalian disini dimaksud adalah menggunakan alat bantu yang 

menggunakan sistem informasi manajemen aset daerah. Awalnya, menurut 

Siregar (2004: 519-520) bahwa S!MBADA tersebut sudah cukup untuk 

dijadikan sebagai alat pengawasan dan pengendalian, terlebih lagi jika 

dikembangk:an lagi dengan menggunakan aplikasi berbasis spasial yang dapat 

secara akurat memberikan informasi keberadaan lokasi dari aset tersebut. 

Siregar (2004: 519-520) juga berpcndapat bahwa pengembangan S!MBADA 

menjadi aplikasi berbasis spasial akan meningk:atkan transparansi kerja dalam 

pengelolaan aset sehingga meningkatkan tidak perlu mengkhawatirkan 

pengawasan dan pengendalian aset yang lemah. 

Maksud Siregar (2004: 519-520) tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan dengan Petmendagri 19/2016. Dalam Permendagri 19/2016 

menyebutkan pengawasan dan pegendalian dilaksanak:an oleh pengguna barang 

melalui pemantauan dan penertiban dan oleh pengelola barang melalui 

pemantauan dan investigasi. Pengawasan dan pcngendalian tersebut baik oleh 

pengguna barang maupun pengelola barang dapat menggunakan salah satunya 

adalah penggunaan sistem informasi manajemen aset yang berbasis geospasial. 

Dari Infonnan 6 juga menyebutkan bahwa setiap sensus yang mereka Iakukan 

untuk tanah, gedung dan bangunan wajib disertai dengan titik koordinat untuk 

mengetahui lokasi pasti yang dapat dipantau/dilihat melalui peta. 

Membandingkan antara hasil temuan penelitian baik melalui wawancara dan 

observasi dengan pendapat Siregar (2004: 519-520), Pennendagri 19/2016 

maupun definisi konseptualisasi pengernbangan SIMA, dapat diketahui bahwa 

pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum rnelaksanakan pengembangan 
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aplikasi Simda BMD (nonspasial) menjadi aplikasi berbasis spasial atau GIS, 

sehingga fungsi dari pengendalian dan pengawasan menurut Siregar (2004: 

519-520) be1um efektif atau masih 1emab. Dapat disimpu1kan bahwa 

pengelolaan barang milik daerah di Pernerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam 

konteks pengembangan SIMA belum sepenuhnya efektif. 

2. Keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah 

a. Penyusunan sistem laporan aset. 

Keefektifan strategi sangat tergantung dari awal perurnusan/perencanaan 

strategi. Perumusan strategi dalam pemerintahan atau organisasi publik sangat 

tergantung dari analisis lingkungan ekstemal dan lingkungan internal 

organisasi. Dari anal isis lingkungan tersebut akan menghasilkan sasaran jangka 

panjang dan sasaran tahunan dan menghasilkan strategi umum dan strategi 

operasional yang selanjutnya menghasilkan kebijakan dalam bentuk anggaran 

kegiatan. 

Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan barang 

milik daerah adalah langkah~langkah yang berisikan program-program dalam 

bentuk anggaran kegiatan tahunan untuk mewujudkan tujuan/cita-cita 

pengelolaan barang milik daerah yang baik. Strategi yang tertuang dalam 

bentuk anggaran kegiatan tahunan dalam rangka pcngclolaan barang rnilik 

daerah tersebut diantaranya adalah penyusunan sistem laporan aset, pendataan 

barang milik daerah, pengamanan aset pernda dan pelelangan aset pernda. 

Berdasarkan penjelasan Informan 3, mengatakan bahwa di dalam 

penyusunan renja, anggaran, LAKIP, RPJM, dan RPJP, Bidang Aset selaku 

pengurus barang pcngelola tidak pemah diikutsertakan, bahkan masuk dalam 
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TAPD juga tidak, sehingga tidak ada masukan terhadap regulasi-regu1asi 

strategis tentang pengelolaan/pembenahan barang milik daerah. Penjelasan 

tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan barang milik daerah bukanlah 

masalah atau isu strategis yang menjadi perencanaan strategis atau tujuan yang 

penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang harus diselesaikan. 

Informan 3 juga menjelaskan bahwa kebijakan atau program-program 

pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan selama ini adalah didasarkan 

pada temuan/rekomendasi BPK. 

Dari dokumen LAKIP Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh 

Tengah tahun 2017, juga tidak ditemukan sasaran atau tujuan spesifik 

permasalahan barang milik daerah yang utama yang harus dilaksanakan dalam 

pengelolaan barang milik daerah. Hal tersebut juga membuktikan penjelasan 

dari Informan 3. Tambahan penjelasan lnforman 3 terkait adanya porsi/jatah 

pembagian secara rata anggaran kegiatan, juga mernbuktikan tidak efisiennya 

program kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga indikasi awal penyusunan 

strategi dalarn bentuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah dalam rangk:a pengelolaan barang milik daerah, tidak 

efektif. Perumusan strategi berfokus pada efektivitas. Hal tersebut yang 

diungkapkan oleh David (2013). Seharusnya perumusan strategi harus 

melibatkan sebanyak mungk:in para manajer. 

Dari faktor efektivitas kegiatan, salah satu kegiatan yakni penyusunan sistem 

laporan aset, ditinjau dari tujuan pencapaian yang ingin di raih, kegiatan 

penyusunan sistem laporan aset dapat dikatakan telah efektif Hal tersebut 

dibuktikan dari penjelasan In forman I yang mengatakan bahwa pelaporan aset 
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setiap tahunnya tidak pernah terlambat, walaupun adanya beberapa kendala 

yang dialami setiap tahunnya. Kendala-kendala tersebut disebutkan Informan 3 

diantaranya ada beberapa SKPK yang terlambat melapor baik akibat sulitnya 

memperoleh catatan belanja modal dari PPTK maupun hams terlebih dahulu 

m~nunggu selesainya penginputan SP2D dari Bidang Akuntansi, permasalahan 

belanja modal dari dana BOK dan dana BOS. 

Permasalahan lainnya terkait dengan kegiatan penyusunan sistern laporan 

aset, terkait dengan pengurus barang yang seharusnya kegiatan tersebut bisa 

lebih efektif adalah tidak adanya diklat atau pelatihan bagi pengurus barang. 

Diktat tersebut dapat menjadi wadah bagi pengurus barang dan para pengelola 

barang untuk menyelesaikan permasalahan-pennasalahan yang setiap tahunnya 

sering dihadapi. 

Terkait dengan tujuan penyusunan sistem laporan aset yang ingin 

menyediakan informasi laporan aset setiap tahunnya, Jnforman J juga ada 

menjelaskan bahwa pada tahun 2017, penyusunan sistem laporan aset berfokus 

pada kapitalisasi aset. Jadi, laporan aset yang diinput oleh pengurus barang 

khusus tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, pencatatannya 

tidak boleh ganda atau harus disesuaikan kepada induknya. 

Adapun jumlah dana yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan sistem 

laporan aset, Informan I dan Infonnan 3 menjelaskan bahwa komponen atau 

biaya utama yang dikeluarkan untuk penyusunan sistem laporan aset adalah 

biaya honor petugas penyusun laporan termasuk juga honor pengurus barang 

dan biaya barang dan jasa untuk keperluan penyelesaian laporan aset. Dari 

Tabel 5.5 juga dapat kita lihat bahwa porsi realisasi honorarium tim kegiatan 
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mencapai 35% atau 35 juta dari total realisasi 99,68 juta dan belanja cetak dan 

SPPD luar daerah yang besamya masing-masing sebesar 9,3% dan 20%. 

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas diketahui bahwa proses penginputan 

belanja modal telah dilaksanakan setiap tahunnya meskipun ada beherapa 

kendala yang dihadapi dan telah menghasilkan laporan neraca aset tetap setiap 

tahunnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga dapat 

disimpulkan dari segi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah 

dalam mencapai tujuannya, kegiatan penyusunan sistem laporan aset telah 

dilaksanakan secara efekti f 

b. Pendataan barang milik daerah. 

Pada gambaran umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bagian 

sebelumnya, telah dijelaskan bahwa saat ini terdapat 50 SKPK di Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah. Hal tersebut sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh 

Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Akibat perubahan tersebut, ada beberapa 

SKPK yang mengalami perubahan nomenklatur dan tupoksi. Akibat perubahan 

nomenklatur dan tupoksi tersebut, berpengaruh juga terhadap struktur 

organisasi dan juga sarana yang dimiliki. Akibatnya terjadinya mutasi-mutasi 

barang milik daerah antar SKPK. 

Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/17/BPKKJ2017, 

tanggal23 Februari 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Tim Pendataan Barang 

Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 

2017, setidaknya ada 15 Eks badan/dinas dan 16 badan/dinas yang menjadi 

objek mutasi barang milik daerah. SKPK yang berubah nomenklatur dan 
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bahkan digabung menjadi bagian dari dinas lain, seperti Eks. Dinas Pendapatan 

dan Aset dan Eks. Dinas Pengelolaan Keuangan menjadi Badan Pengelolaan 

Keuangan; Eks. Dinas, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas 

Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Eks. Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan, Eks. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan,Eks. Dinas Petemakan 

dan Perikanan menjadi Dinas Pertanian; dan dinas-dinas lainnya. 

Akibat-akibat perubahan SOTK tersebut, maka sebagai antisipasinya 

dianggarkannyalah pendataan barang milik daerah. Pada awalnya, menurut 

Informan 3 bahwa kegiatan pendataan barang milik daerah tidak untuk 

diperuntukan untuk perubahan SOTK tersebut namun untuk pendataan 

keseluruhan barang milik daerah, namun hal tersebut tidak mernungkinkan 

mengingat jumlah anggarannya yang tidak mencukupi. 

Dari lnfonnan 1 diperoleh informasi bahwa tujuan dari kegiatan pendataan 

itu dikhususkan untuk pendataan perpindahan aset-aset dari satu SKPK ke 

SKPK lainnya. Menurut Inform an I bahwa kegiatan yang membutuhkan waktu 

enam bulan tersebut, sangalah rumit karena melibatkan jumlah barang yang 

cukup ban yak dari tahun ke tahun pengadaan, terlebih lagi peralatan dan mesin 

yang kecil Uumlahnya dibawah kebijakan akuntansi atau dibawah 300 ribu) dan 

belum lagi permasalalm barang yang kemungkinan tidak diketemukan lagi. 

Informasi yang disampaikan Infonnan tersebut, mengindikasikan 

kemungkinan adanya masalah dimana kepala SKPK yang baru memimpin 

terpaksa hams menerima aset-aset yang sudah tidak dapat diketemukan lagi dari 

kepala SKPK yang lama. 
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Dari Informan 1 juga diperoleh informasi bahwa basil dari mutasi-mutasi 

barang rnilik daerah tersebut telah dipertanggungjawabkan dalarn bentuk 

laporan dan teJah,ditandatangani oleh masing-masing kepala SKPK serta telah 

dilaporkan dalam LKPD tahun 2017. Adapun komponen biaya yang terlibat 

dalam kegiatan tersebut, menurut Informan 1 bahwa komponen biaya terbesar 

adalah komponen biaya honorarium tim kegiatan dan SPPD Juar daerah. 

Dalam melakukan evaluasi efektivitas suatu kegiatan yang semata-mata 

diukur dari pencapaian tujuan, terkadang tidak melihat faktor efisensinya. Suatu 

kegiatan yang efektif belum tentu efisien dan demikian juga sebaliknya. 

Pengukuran efektivitas dari pcnelitian ini hanya melihat dari faktor pencapaian 

tujuan yang telah dicapai bukan dari faktor bagaimana pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Dilihat pada Tabel 5.6, dari komponen biaya honorarium sebesar 70 

juta atau 51,9% dari total realisasi sebesar 134,8 juta cukuplah besar. Demikian 

juga komponen biaya SPPD luar daerah sebesar 29,3 juta atau 21,5% cukuplah 

besar dimana pendataan barang milik daerah tidak dilakukan diluar daerah, jadi 

mengapa komponen tersebut menjadi komponen kedua terbesar. 

Terlepas dari persoalan tidak efesiensi kegiatan tersebut, kenyataannya 

kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan sebagaimana penjelasan dari 

Infonnan I. Sehingga dapat disimpulkan dari segi keefektifan strategi 

pengelolaan barang milik daerah dalarn mencapat tujuannya, kegiatan 

pendataan barang milik daerah telah dilaksanakan secara efektif. 

c. Pengamanan aset pemda. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan In forman 5 menjelaskan bahwa dalam 

melakukan pengamanan aset disesuaikan dengan Permendagri 19/2016 yaitu 
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dengan melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Bentuk: dari 

pengamanan fisik, Informan 5 menjelaskan, seperti untuk tanahlbangunan 

dilakukan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan tanah/bangunan dan 

BAST untuk kenderaan dinas. Sedangkan pengamanan administrasi, lanjut 

Informan 5, seperti melakukan penyimpanan dan penatausahaan dokumen

dokumen yang terkait dengan barang milik daerah tersebut. Terakhir untuk 

pengamanan secara hukum dilakukannya, Informan 3 menjelaskan berupa 

pengurusan kepemilikan barang mihk daerah yang belum memiliki dokumen 

kepemilikan yang lengkap. 

Hasil dari kegiatan tersebut, menurut In forman 5 bahwa yang dilakukan pada 

tahun 2017 yang lalu adalah pemasangan tanda kepemilikan dan melakukan 

sewa gudang untuk barang-barang yang tidak: bernilai ekonomis lagi atau tidak 

efektif. Kedua basil kegiatan tersebut merupakan pengamanan yang dilakukan 

secara fisik. Untuk pengamanan secara administrasi, pada tahun 2017 yang lalu, 

pengelola barang melalui Bidang Aset melakukan penyimpanan BPKB 

kenderaan dan sertifikat tanah/akte tanah. Hal tersebut diakui oleh Informan 5 

dan juga Informan 3. Narnun In forman 3 juga menjelaskan bahwa selain itu ada 

dokumen lainya yang seharusnya disimpan namun belum dilakukan yaitu 

penyimpanan seperti 1MB, SIP, surat-surat perjanjian dan suratjaminan. 

Untuk pengarnanan secara hukum, penjelasan lnforman 3, kegiatan 

pengamanan tahun 2017 lalu hanya berupaya mengurusi BPKB kenderaan 

hibah dari provinsi, sedangkan untuk pensertifikatan tanah sudah inenjadi 

wewenang dari dinas pertanahan kabupatcn. Dapat dilihat pad a Tabel5. 7 bahwa 

terdapat anggaran perubahan yang memindahkan belanja cetak menjadi belanja 
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modal peralatan dan mesm sebesar 35 juta. Hal tersebut dilakukan untuk 

pemasangan tanda kepemilikan yang semula direncanakan untuk belanja cetak 

dokumen kepemilikan barang milik daerah. 

Selain itu, Informan 3 menjelaskan bahwa untuk pengamanan kenderaan 

telah diterbitkan regulasi yang mewajibkan adanya SK dari kepala SK.PK. 

Demikian juga nantinya akan dilakukan pengamanan untuk barang-barang 

inventaris lamnya, seperti mobileur, laptop, komputer dan lain-lain. 

Dari hasil penje!asan diatas, dapat diketahui bahwa (I) te!ah di!akukan 

pemasangan tanda kepemilikan dan sewa gudang; (2) telah dilakukan 

penytmpanan BPKB dan sertiflkat tanah/akte tanah, narnun belum dengan 

dokumen lain seperti IMB, SIP dan surat perjanjian atau jaminan lainnya; (3) 

upaya pengurusan BPKB kenderaan hibah dari provinsi namun bel urn selesai, 

demikian juga dengan pensertifikatan tanah yang tidak dilakukan oleh Bidang 

Aset maupun oleh dinas pertanahan kabupaten. 

Dari detinisi konseptualisasi atau uk:uran telah tercapainya tujuan 

pengamanan aset adalah pembuatan dan pemasangan tanda kepemilikan 

tanahlbangunan, pengurusan hibah BPK.B kenderaan dari provinsi dan 

pensertifikatan tanah yang mana bahwa ketiga tujuan tersebut hanya satu yang 

tercapai yaitu pembuatan dan pemasangan tanda kepemilikan tanahlbangunan 

sedangk:an dua tujuan lagi tidak tercapai yaitu pengurusan hibah BPKB 

kenderaan dari Provinsi dan pensertifikatan tanah. Sehingga dapat disimpulkan 

dari segi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah dafam mencapai 

tujuannya, kegiatan pengamanan aset pemda belum dapat dilaksanakan secara 

efektif. 
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d. Pe1e1angan aset pemda. 

Dari informasi dari Informan 8 diketahui bahwa tujuan dari kegiatan 

pelelangan aset pemda adalah untuk melakukan penghapusan atas barang milik 

daerah yang telah rusak. Prosedur penghapusanya dimulai dari penilaian atas 

barang yang akan dihapuskan, kemudian selanjutnya dilakukan 

pelelangan/penjualan. Dari basil pelelangan/penjualan, nantinya dijadikan dasar 

untuk pengajuan penghapusan. 

Diketahui dari Tabel5.4 bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2017, terdapat 

aset lain-lain atau yang rusak berat senilai 247 milyar. Nilai tersebut cukup 

signifikan dimana melebihi separuh nilai dari aset peralatan dan mesin. Namun 

selama tiga tahun berjalan tidak juga dilakukan upaya penghapusan. 

Berdasarkan IntOrman 8 bahwa pada tahun 2017 hanya dilakukan penghapusan 

atas aset bongkaran basil bangunan sekolah-sekolah, namun untuk aset barang 

inventaris belum dapat dilakukan karena terkendala dengan jadwal penilai 

KPKNL Lhokscumawc yang padat. Infonnan 3 juga memberikan keterangan 

yang sama bahwa pada tahun 20 17lalu upaya penghapusan aset-aset yang tidak 

efektif tidak tercapai karena masih tergantung pada penilai dari KPKNL 

Lhokseumawe. Namun pada tahun 2018 ini, menurut Informan 3, akan 

dilakukan penilaian oleh tim penilai internal pemerintah daerah dan harapannya 

berhasil. 

Rencana penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal pemerintah 

daerah adalah basil dari upaya penyesuaian/revisi kegiat3.n pelelangan aset 

pemda yang diperuntukan untuk pendidikan penilaian bagi pegawai Bidang 

Aset yang diselenggarakan oleh MAPPI. Hasil dari pendidikan tersebut 
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nantinya akan memperoleh sertifikat pendidikan dibidang penilaian yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian pada barang-barang milik daerah. 

Walaupun penghapusan atas barang milik daerah tidak dapat dilaksanakan, 

anggaran kegiatan pelelangan aset pernda justru ditambah menjadi lebih besar 

lagi sejumlah 14,6 juta Tujuannya, sebagaimana penjelasan Informan 8, adalah 

penyesuaian anggaran kegiatan yang diperuntukan untuk biaya perjalanan dinas 

peserta diklat penilaian. Walaupun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini awalnya 

untuk penghapusan barang rnihk daerah, kemudian pada tahap akhir anggaran 

tujuannya diubah menjadi tujuan untuk persiapan pelaksanaan penghapusan 

pada tahun 2018, tetap dapat dikatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut 

tidak berhasil. Dengan demikian, definisi konseptualisasi pelelangan aset 

pemda tidak dapat terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan dari segi keefektifan 

strategi pengelolaan barang milik daerah dalam mencapai tujuannya, kegiatan 

pelelangan aset pemda bel urn dapat dilaksanakan secara efektif. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Evaluasi strategi adalah bagian akhir dari manaJemen strategis. Perumusan 

strategi atau perencanaan strategi yang baik, yang melalui tahapan/model 

manajernen strategi akan memudahkan dan menentukan keberhasilan implementasi 

strategi, dan selanjutnya tercapainya pemenuhan visi dan rnisi organisasi. Namun 

ada kalanya perencanaan tidak sejalan dengan implernentasi di lapangan akibat 

adanya kendala-kendala yang tidak diperhitungkan, sehingga mutlak diperlukan 

evaluasi atas strategi yang telah dilaksanakan. 

Dari pembahasan atas evaluasi keefektifan pengelolaan dan evaluasi kefektifan 

strategi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 

dapat disimpulkan: 

I. bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah ditinjau dari konteks 

inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan 

pcngembangan SIMA (Sistem lnformasi Manajemen Aset) pada Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tcngah belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan karena 

belum dilaksanakannya inventarisasi/pengecekan fisik barang secara 

keseluruhan, masih banyak tanah yang belum bersertipikat, belum 

dilaksanakannya penilaian dan penghapusan atas aset-aset yang rusak berat dan 

tidak efektit: optimalisasi aset hanya sebat<is pinjam pakai, dan masih 

menggunakan aplikasi SIMDA BMD yang berbasis nonspasia\. 

130 

43454.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



131 

2. bahwa strategi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh 

Tengah tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam pelaksanaan anggaran 

kegiatan tahunan yakni penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang 

milik daerah telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan pengamanan aset 

pemda dan pelelangan aset pemda belum dapat dilaksanakan secara efektif. 

Penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang milik daerah telah 

dilaksanakan secara efektif disebabkan karena telah tercapainya penyajian 

laporan aset secara tepat waktu setiap tahunnya dan telah terdatanya proses 

mutasi-mutasi barang milik daerah antar SKPK akibat perubahan SOTK. 

Sedangkan pengamanan aset pemda dan pelelangan aset pemda belum dapat 

dilaksanakan secara efektif disebabkan karena masih ban yak tanah yang bel urn 

disertipikatkan dan tidak semua dokumen diamankan secara administratif, serta 

tidak dapat dilaksanakannya pelelangan aset pemda yang direncanakan akan 

dihapuskan pada tahun 2017lalu. 

Selain kcsimpulan tersebut diatas, dapat disimpulkan juga bahwa dari hasil 

wawancara, diketahui hal paling utama terjadinya pengelolaan barang rnilik daerah 

yang tidak efektif di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah lebih disebabkan karena 

faktor komitrnen pirnpinan dan perhatian pirnpinan terhadap pengelolaan barang 

rnilik daerah masih kurang, kualitas SDM yang dimiliki masih rendah/kurang 

terampil, kesejahteraan pengurus barang dan para pengelola barang yang masih 

rendah, dan sarana dan prasarana yang bel urn sepenuhnya didukung dalam rangka 

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. · 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan atas evaluasi keefektifan pengelolaan barang milik 

daerah dan keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah diatas, maka disarankan: 

1. Dalam rangka mewujudkan/menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang 

efektif, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar lebih memperhatikan 

pelaksanaan pengelolaan barang milik terutama dari aspek inventarisasi aset, 

legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem 

lnformasi Manajernen Aset). Karena hanya lima tahapan langkah tersebut yang 

menjadi pokok atau ukuran dari pengelolaan aset yang baik. Semakin baik lima 

tahapan langkah tersebut, maka sernakin baik atau efektif pengelolaan barang 

milik daerah. 

2. Dalam rangka mewujudkan!menciptakan strategi pengelolaan barang milik 

daerah yang efektif, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam perumusan 

atau perencanaan strategi agar dapat melibatkan manajer level menengah 

hingga manajer level bawah yang terhbat dalam pengelolaan barang milik 

daerah. Adanya masukkan dati manajer level menengah hingga manajer level 

bawah akan menyempumakan strategi pengelolaan barang mihk daerah melalui 

pelaksanaan kegaitan atau program-program menjadi lebih efektif dalam 

pencapaian tujuannya. 
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3. Dalam rangka mewujudkan/menciptak:an pengelolaan barang milik daerah yang 

efektif, efisien, transparans dan akuntabel atau sesuai dengan prinsip-prinsip 

good governace, dan juga dalam rangk:a meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah, serta menciptakan kebijakan 

publik yang efektif, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah petlu 

mempertimbangkan pemanfaatan/penggunaan teknologi Big Data baik untuk 

pengelolaan barang rnilik daerah maupun untuk bidang-bidang tertentu lainnya 

seperti, manajemen keuangan baik belanja dan maupun pendapatan, kesehatan, 

pendidikan, transportasi, bencana alam, dan lain sebagainya sesuai dengan 

kebutuhan pemerintah. Rencana pemanfaatan teknologi Big Data, dapat 

dimulai dengan menginvestasi pada SDM untuk mempelajari teknologi Big 

Data dan selanjutnya pada data, teknologi dan proses yang selanjutnya akan 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. 

Penerapan teknologi Big Data diperlukan keseriusan dan komitmen oleh para 

pcngambil kebijakan di Pemerintah Kabupatcn Aceh Tcngah sehingga rencana 

tersebut perlu dituangkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menegah (RPJM) 

maupun Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP). 
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

Bagaimana keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks 
inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan 
pengembangan SIMA pada Pemerintah Kabupaten A!leh Tengah? 
1. Bagaimana pelaksanaan Inventarisasi Aset di Pemerintahan Kabupaten Aceh 

Tengah? 
2. Bagaimana pelaksanaan Legal Audit di Pemerintahan Kabupaten Aceh 

Tengah? 
3. Bagaimana pelaksanaan Penilaian Aset di Pemerintahan Kabupaten Aceh 

Tengah? 
4. Bagaimana pelaksanaan Optimalisasi/Pemanfaatan Aset di Pemerintahan 

Kabupaten Aceh Tengah? 
5. Bagaimana pelaksanaan Pengembangan SIMA di Pcmerintahan Kabupaten 

Aceh Tengah? 

Bagaimana keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017? 
I. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Laporan Aset di 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 lalu? 
2. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pendataan Barang Milik Daerah di 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 lalu? 
3. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Aset Pemda di Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 lalu? 
4. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pelelangan Aset Pemda di Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017lalu? 

Pcrtanyaan penunjang bagi pen gurus barang 
1. Apa permasalahan atau kendala yang Bapak/Ibu hadapi sebagai Pengurus 

Barang di SKPK Bapak/lbu? 
2. Berikanlah pendapat dan saran Bapak/lbu bagaimana seharusnya pengelolaan 

barang milik daerah di SKPK Bapak/lbu? 
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Lampiran 2 Transkrip Wawancara 

TRANSKRIP HASIL WA WANCARA 

Nama Narasumber 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
W aktu Wawancara 
Pewawancara 

Informan 3 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
13 Maret 2018 
Pukul14:15 sd 14:39 WIB 
Fauzi MA 

Fauzi : Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas kesempatan yang 
diberikan. 

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan ini. 
Sebelumnya dapat saya jelaskan terlebih dahulu, bahwa judul Tesis 
saya adalah Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Dacrah 
Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Jadi kalau menurut Buku 
Manajemen Aset karangan Doli D. Siregar, dalam manajemen aset, 
menurut Doli D. Siregar ada lima yaitu Pertama, lnventarisasi Aset; 
Kedua, Legal Audit; Ketiga Penilaian; Keempat Optimalisasi Aset 
atau dalam permendagri disebut Pemanfaatan Aset; dan Terakhir 
adalah Pengedalian dan Pengawasan atau disebutjuga Pengembangan 
SIMA atau Sistem Informasi Manajemen Aset atau di kita ini disebut 
SIMDABMD. 

Jadi menurut Abang, Inventarisasi di Pemerintah Kabupaten Aceh 
Tengah, sejauh mana sudah dilaksanakan? 

Infonnan 3 : Cerita dari awal. Awal tahun 2015, pertama kali kita melakukan 
inventarisasi dengan menggunakan sistem dan data 2015 itu data yang 
sudah audited. Jadi kita lakukan awal inventarisasi itu menggunakan 
beberapa tcori yang ada rcfercnsi di buku. Yang pcrtama, kita lakukan 
pemisahan (red-penggolongan aset). Jadi tahun 2014, masih empat 
kartu inventarisasi, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan 
Bangunan dan Jalan, Irigasi dan lainnya. 2015, sudah menjadi enam 
KIB yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, 
Irigac;i dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam 
Pengerjaan. 

Fauzi 

Jadi kama dulu kita belum pemah melakukan sensus, kita melakukan 
inventarisasi dengan data yang ada. Data yang ada di SKPK kita susun 
sesuai dengan jenisnya. Setelah kita susun, baru kita masukkan 
kedalam sistern. 

: Itu 2015, pertama kali? 
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Infonnan 3 : ltu pertama kali, kita masukkan kedalam sistem secara terpisah-pisah. 

Fauzi 

Kemudian baru kita serahkan kepada SK.PK untuk dilakukan 
verifikasi. Verifikasi artinya, mana yang sudah rusak berat. Kalau 
dulu masih semraut datanya, masih manual. Setelah kita melakukan 
verifikasi barn kita masukkan kedalam sistem. Barn kernudian kita 
mempunyai data dasar. Jadi dari data dasar itu barn kita benahi pelan
pelan. Mana yang sudah rusak berat, yang mana masih ada, mana yang 

tidak ada lagi, sampai sekarang. 

Jadi untuk tahun 2018, pertama kali kita rnelakukan sensus untuk aset 
tanah, gedung dan bangunan, dan jalan. Kama itu melckat semua, 
ditanah itu ada tanah kosong, di tanah itu ada jalan, di tanah itu ada 
gedung dan bangunan. Nanti basil sensus itu kita kasih rekomendasi 
kepada pimpinan. 

:Yang di 2015 itu, basil sensusnya itujuga? 

Informan 3 : ltu belum sensus. Itu hanya inventarisasi, tujuan kita untuk 
memisahkan aset dari empat KIB rnenjadi enam KIB. 

Fauzi : Oh scperti, dari hasil sensus itu tidak ada rekornendasi? 

Informan 3 : Tidak ada. Karena hanya untuk pemisahan dan memperoleh neraca 
akrual dan alhamdulillah ternyata 2015 kita dapat opini WTP dari 
BPK. Karena bisa menyelesaikan pemecahan KIB, kemudian bisa 
mernbuat proses akumulasi penyusutan pertama kali. Kemudian 
menyajikan laporan ncraca aset secara akrual. Jadi, tidak berhenti 
disitu aja kita. Di 2016, kita mulai membenahi data-data identitas 
kenderaan. Karena sudah ada data dasar kita tinggal lengkapi saja. 
Kcndcraan ini nomor rangkanya berapa, nomor rnesinnya berapa. Itu 
pun belum semua kita dapatkan. Kemudian di 2017 kemaren, kita 
mulai melakukan penginputan sistern terkapitalisasi. Kalau dulu kita 
tarnbah terns. Ada bangunan, ada rehab bangunan A, kita tarnbahkan 
lagi. Padahal itemnya sarna. Di 2017, baru kita mulai kapitalisasi. 

Fauzi ; bcrarti disitu mulai kapitalisasi yah? 

lnforman 3: Iya disitu, kita mulai kapitalisasi. Di 2017, di 2016 belurn. Jadi ada 
barang yang sama, tempat yang sarna, di lokasi yang sarna, tercatat 
beberapa kali di dalam kartu inventarisasi kita. Karcna dia ada rehab, 
lanjutan, scharusnya dia dikapitalisasi ke induknya. Di 2018, kita 
mulai seperti itu juga. Dan di 2018 ini sekalian kita mulai sensus untuk 
aset tanah, gedung, jalan dan irigasi, supaya data yang kita sajikan 
didalam pengelolaan barang itu lebih akurat. Sebenarnya, saya dengar 
inforrnasi tapi bel urn lihat perbupnya yah, penetapan jalan kabupaten 
itu di Kabupaten Aceh Tengah curnan 482 ruas jalan yang rncmpunyai 
tanggungjawab kabupatenlkota. Tapi di dalam KIB kita tercatat 524. 
Berarti ada yang dobel catat. Itu yang belum kita benahi. Termasuk 
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irigasi, dengan informasi sewaktu saya konsultasi, itu yang menjadi 
wewenang kita itu 83 irigasi, tapi di kita tercatat irigasi 100 lebih. 
Berarti ada dobel irigasi atau penambahan mungkin. Kalau memang 
ada penambahan kita rubah perbupnya. 

Tapi kalau tahapan-tahapan itu, waktu saya tesis, tesisnya itu juga, 
analisis pengelolaan aset daerah kabupaten aceh tengah. pakai analisis 
faktor. Jadi saya ambil uji sampelnya 20 faktor yang dapat 
mempengaruhi pengelolaan aset. Jadi dari 20 fak.tor itu yang paling 
berpengaruh dalam pengelolaan aset itu 7 item. Yang pertama itu 
Inventarisasi, itu data, kalau datanya salah tinggal kita perbaiki, kalau 
kurang tinggal ditambah, kalau lebih tinggal dikurangi. Setelah 
inventarisasi, verifikasi, eh, sistem dulu. Verifikasi, kemudian 
penilaian, setclah penilaian, revaluasi yaitu direvaluasi kembali 
terhadap nilai-nilai yang tidak wajar. 

: Termasuk bagian dari pcnilaian? 

Informan 3 : Termasuk dari bagian penilaian. Kemudian keenarn, restrukturisasi 
yaitu kita kembalikan dia kedalam nilai yang wajar. 

Fauzi : Tem1asuk penilaian yah? 

Informan 3 : Termasuk penilaian. Karena sudah kita tetapkan nilainya kita 
revaluasi nilainya kedalam sistem. Setelah kita revaluasi kita 
strukturisasi nilainya. Mana yang kita kapitalisasi kita gabungk:an. 
Kadang-kadang ada empat aset, jenisnya sama, lokasinya sama kita 
gabungkan. 

Kemudian yang ketujuh, SDM. Itu yang mcmpengaruhi. Sebenamya 
SDM itu dalarn urutan survei yang kedua dia. Setelah sistem, SDM. 
Karena kalau lidak didukung dcngan SDM ya sama saja. Tidak 
mampu kita menyajikan laporan sesuai harapan dan sesuai aturan 
yang ada. 

Fauzi : Terns yang kedua Bang, masalah legal audit menyangkut tentang 
status dari asct. Jadi setelah kita invcntarisasi, kita ada rekomendasi, 
jadi ada bcberapa aset itu, misalnya tanah, ada tanah yang 
bersengketa, a tau tanah statusnya belum kita tetapkan atau bel urn ada 
sertifikatnya atau kenderaan yang belum ada surat kepemilikannya. 
ltu yang dimaksud dengan legal audit tadi. Nah di kita ini sejauh mana 
sudah kita buat yang menjadi bahan pekerjaan kita. 

Informan 3 : Baik, yang pertama, itu masuk dalam kategori verifikasi. 
Mernpcrbaiki data yang sudah ada. Jadi untuk regulasinya kita sudah 
terbitkan Peraturan Bupati Acch Tengah Nomor 91 Tahun 2017 
tentang standar dan tata cara penggunaan kenderaan dinas. Jadi dalam 
peraturan ini sudah kita tetapkan tata cara penggunaan kenderaan 
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dinas. Sebelum kenderaan dinas itu digunakan oleh pengguna dia 
harus ditetapkan dengan keputusan kepala SKPK selak:u penguasa 
pengguna barang yang namanya keputusan SPPKD yaitu Surat 
Penunjukan Pemakai Kenderaan. Jadi seluruh SKPK harus 
menerbitkan SPPKD sebelum kenderaan itu dimanfaatkan oleh 
pengguna. lni peraturan 2017, karena kita melakukan verifikasi itu 
bertahap. ltu khusus kenderaan. Kalau mengenai Tanah, Tanah yang 
kita kelola disini yang kita lakukan pengamanan adalah tanah yang 
sudah dimanfaatkan pemanfaatan, penggunaannya, dan sudah tidak 
bersengketa lagi. Karena sesuai dengan surat Menteri Agraria Nomor 
I 04634l/IIV2017, bahwasanya wewenang kantor pertanahan 
kabupatenlkota itu, salah satunya yaitu menyelesaikan sengketa tanah 
garapan. 

: Dinas Pertanahan? 

Infonnan 3: Dinas Pertanahan. Jadi kita tidak bisa tarik tupoksi mcreka. Jadi 
masalah sengkcta tanah itu diselesaikan oleh dinas pertanahan. Sudah 
diselesaikan oleh mereka dan terbit sertifikat tercatat dan kemudian 
kita catat pada buku inventaris kita, baru kita lakukan pengamanan 
secara pamfl et, a tau pemagaran a tau dimanfaatkan sesuai dengan yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

Fauzi : Jadi, sudah dari tahun 2017, tanah yang belum bersertifikat 
pengurusannya oleh mereka? 

Informan 3 : Dinas Pertanahan. 

Fauzi : Kira-kira berapa persen lagi tanah yang belum bersertifikat? 

In forman 3 : Sesuai dengan data yang ada di KIB ... (sedangrnencari buku). Jurnlah 
tanah kita disini, 582 persil. Jadi ini sesuai dengan keadaan Audited 
Tahun 20 I 6. Sesuai dengan data sertifikat yang ada, cuman ada 243 
sertifikat. Jadi sekitar 40% (Red-41 ,7%) lagi yang belurn ada, kurang 
lebih segitulah. Dan hal itu, data-data yang bel urn ada sertifikat sudah 
kita sarnpaikan ke Dinas Pertanahan untuk menindaklanjuti 
pencrtiban sertifikatnya. 

Fauzi : Kalau untuk kenderaan bel urn semua juga? 

Infonnan 3 : Bclum scmua, untuk kenderaan mungkin untuk tahun ini terbitnya 
baru Desembcr. Perbub ini baru terbitnya. 

Fauzi : Contohnya, kenderaan seperti di BPM, belum semua ada buku 
kepemilikannya, dan masih di Provinsi belum kita ambil. 

lnfonnan 3 : Secara pcncatatan, kenderaan-kenderaan yang hibah dari provinsi 
sudah kita catat di buku inventaris barang, namun dokumen 
kepemilikannya belum diserahkan kepada kita. Alasannya belum 
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diterbitkan SK dari Gubernur. Secara fisik sudah kita kuasai tetapi 
secara dokumennya belum diserahkan. 

: Terkait dengan penilaian bagaimana? 

Informan 3 : Kalau penilaian aturannya baru. Baru ada pada Permendagri 19 Tahun 
2016. Dan Permendagri itu harus diterapkan paling Jambat setahun 
setelah diterbitkan. Jadi sebelum-sebelurnnya kita masih 
menggunakan penilaian tim internal. Penilai internal itu ditetapkan 
oleh bupati. Tetapi kcdepan untuk penilaian yang tidak krusial, itu kita 
dilakukan penilaian oleh tim internal yang sudah bersertifikasi. Tetapi 
unutuk penilaian aset yang khusus, seperti Tanah, Bangunan, kita 
melakukan kerjasama dengan KPKNL atau KJPP. 

Fauzi : Kira-kira seberapa penting penilai itu, karena tidak semua daerah 
memiliki penilai? 

Informan 3 : Penilai itu, kalau kita lihat didalam pengelolaan aset, itu sangat 
penting. Pertama, Nilai itu ada beberapa nilai yang dibutuhkan, 
pertama ada nilai wajar, nilai wajar itu bisa dimanfaatkan untuk 
pencatatan atau revaluasi nilai, kemudian untuk transaksi jual beli dan 
untuk nilai perolehan awal. Kemudian yang kedua ada namanya nilai 
pasar. Nilai pasar sama juga dengan nilai wajar. Nilai pasar ini 
merupakan nilai transaksi. Nilai transaksi yang berlaku di pasaran. 
Jika kita ingin menjual atau pelelangan aset daerah itu menggunakan 
nilai pasar. Saya lihat Penilai di kabupatenfkota sangat dibutuhkan. 
Jadi perlu suatu wadah atau regulasi yang dapat mcnguraikan tupoksi 
penilai. Tennasuk untuk pembebasan tanah, untuk penjualan, untuk 
perolehan awal, atau penetapan nilai wajar. 

Fauzi : untuk penilai pemerintah belum ada diatur? 

Informan 3 : Belum. Di permendagri itu baru mulai digarap, yang ada sekarang di 
perrnenpan tentang pengangkatan tenaga fungsional. Tapi dari 
menteri keuangannya belum keluar. 

Fauzi : Terus yang kecmpat yaitu optimalisasi asct atau pemanfaatan aset. Di 
Pennendagri itu ada empat yaitu, pinjam pakai, sewa, bangun serah 
guna (BSG) atau bangun guna serah (BGS), dan Kerja Sarna 
Pcnycdiaan lnfrastruktur (KSPI). Kalau di kita ini yang sudah kita 
lakukan yang apa? 

Infonnan 3 : Kalau di kita ini, yang saya Iihat-lihat yang sudah berjalan, yaitu sew a 
dan pin jam pakai. Kalau bangun serah guna atau bangun guna serah 
belum ada, karena mungkin karena keterbatasan lahan kita dan 
ketematasan tim. Rencana untuk proses pemanfaatan aset itu, 
pemerintah daerah harus memiliki tim yang seracar teknis membahas 
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tentang pemanfaatan aset daerah yang produktif. Seharusnya daerah 
perlu seperti itu. 

Fauzi : Terus yang terakhir itu yang kelima, yaitu SIMA (Si&tem Informasi 
Manajemen Aset) kalau dikita ada SIMDA BMD. Kalau di Buku itu, 
dikaitkan dengan pengendalian dan pengawasan, artinya SIMDA itu 
dapat melakukan pengendalian dan pengawasan untuk aset-aset, jadi 
sejauh mana SIMDA BMD ini udah berjalan disini. 

Infonnan 3 : Seperti saya cerita diawal tadi, SIMDA BMD ini mulai kita gunakan 
tahun 2015. Jadi masih banyak kelemahan-kelemahan ketika pertama 
kali kita pakai. Karni pertama kali pakai yaitu SIMDA BMD 1.06 dan 
sekarang sudah SIMDA versi 2.079. Jadi mereka, pihak BPKP selaku 
penyedia sistem selalu melakukan update kekurangan-kekurangan. 
Tetapi selama ini yang kami lihat fasilitas yang ada dalam sistem itu 
sangat membantu. Sangat membantu pemerintah, karena banyak 
sistem-sistem informasi yang dapat memudahkan pengguna, kita 
selaku pemerintah kabupaten aceh tengah pengguna SIMDA BMD, 
untuk menampilkan beberapa data atau beberapa tampilan, yang 
dibutuhkan untuk pengawasan. Seperti rekap mutasi, ada rekapnya, 
ada uraiannya, kemudia rekap pengadaan tahun berjalan, kemudian 
neraca. Neraca ada dua neraca aset dan neraca akuntansi. Kemudian 
tampilan per jenis item atau perjenis rekening, bisa kita tampilkan. 
Sejauh ini memang kalau kita lihat itu SIMDA BMD dari BPKP sudah 
cukup memadai untuk menampilkan beberapa informasi terkait 
dengan sistem informasi pelaporan pengelolaan barang milik daerah. 

Fauzi : Terus yang terakhir, dari cerita-cerita tadi, ada permasalah yang perlu 
kit a targctkan untuk diselesaikan. Kira-kira apa strateginya atau upaya 
yang efektifbisa meningkatkan pengelolaan BMD? 

In forman 3 : Selama saya disini, pemah saya sampaikan kepada pimpinan. Pertama 
kali yang perlu kita terapkan dalam pengelolaan barang milik daerah 
ini adalah komitmen dari pimpinan tertinggi sampai dengan 
pengguna. Kalau sudah komitmen kalau sudah benar, maka bisa kita 
bcnahi. Karena kalau saya lihat dari regulasi yang ada dari 
pengelolaan aset ini sudah sangat ... (Red sudah sangat mendukung). 
Setelah komitmen pimpinan, SDM. Seharusnya dan selayaknya SDM
SDM yang ditempatkan di SKPK-SKPK selaku pcnguasa barang 
memiliki kemampuan dalam menggunakan IT, tidak Gaptek. Karena 
zaman kita sekarang ini zaman IT. Menggunakan komputer saja tidak 
bisa apalagi menggunakan sistem. 

Kemudian yang ketiga itu, kesejahteraan. Karena Pengguna Barang 
baik itu di SKPK, itu mercka mempunyai tanggungjawab yang tinggi. 
Baik tanggung jawab dalarn penyusunan LKPD, tanggung jawab 
dalam inventarisasi barang milik daerah, tanggungjawab dalam 
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pengamanan barang milik daerah, dan tanggung jawab dengan Audit. 
Jadi kalau mereka saja tidak sejahterah, bagaimana mereka mau 
meningkatkan kapasitas, kinerja. 

Kernudian yang keempat itu Fasilitas. Fasilitas dj SKPK ini kadang
kadang untuk pengurus barang komputer saja tidak ada. Dimana 
mereka mau bekerja. Fasilitis termasuk Roda Dua lab, untuk 
melakukan koordinasi atau peninjauan barang. Komputer atau laptop, 
printer dan prasarana lainnya. ltu yang perlu didukung untuk 
meningkatkan kapasitas pengurus barang dalam pengelolaan barang 
milik daerah. 

Komitmen, SDM, Kesejahteraan dan kemudian sarana prasarana. 

Fauzi : Ok, Terima kasih atas waktu wawancara yang diberikan. 

Informan 3 : sarna-sama. 
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TRANSKRIP HASIL WA W ANCARA 

Nama Narasumber 
A1amat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
W aktu Wawancara 
Pewawancara 

Informan 2 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
28 Maret 2018 
Puku111:10sd 11:12WIB 
Fauzi MA 

Inforrnan 2 : ...... ini instruksi kementerian, untuk menertibkan BMD Dacrah 
artinya ban yak barang-barang yang bel urn terdata secara akurat, jadi 
diperlukan validasi data. Validasi data ini dibutuhkan untuk 
menentukan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Hingga 
penyusutan. menentukan disini artinya kita harus mengkalisifikasikan 
terlebih dahulu barang-barang yang masih layak digunakan dengan 
mana barang-barang yang tidak layak digunakan. Hingga ini dapat 
kita klasifikasikan mana yang perlu dijual ataupun di dum atau 
dihapus. Sehingga kita dalam validasi data itu hams mcmpunyai aset
aset tetap yang bcnar-benar dapat bcrfungsi. 

Fauzi : Jadi tahun 2018 ini, target kita untuk mcvalidasi data itu pak yah? 

Informan 2 : Iya, betul. Kita sudah anggarkan itu. Artinya itu untuk memvalidasi 
data. 

Fauzi : Dari tahun ke tahun kita mendapatkan WTP, artinya secara 
pengelolaan BMD sudah bagus, hanya perlu kita tingkatkan ... 

lnfOrman 2 : lya, betul-betul itu. 

Fauzi : Kira-kira bagaimana strategi dari Badan Pengelolaan Keuangan untuk 
meningkatkan pengelolaan BMD kedepan Pak? 

Informan 2 : Kita selalu memprioritaskan anggaran untuk kegiatan BMD ini, 
artinya apabila ada aset yang bennasalah, maka harus kita 
tindaklanjuti segera. lni upaya untuk ini. Jadi kita mampu 
mempertahankan, kalau ini sebagai salah satu syarat WTP, ya itu tetap 
maksimal, standar itu .. 

Fauzi : Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. 
Terima Kasih. 
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TRANSKRIP ACARA PELATIHAN 

Informan 2) 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
22 Mei 2018 
Puk:u111:10sdll:12WIB 

Kenapa harus diadakan kegiatan seperti ini. Karena semakin ban yak 
kegiatan yang maka semakin ban yak juga pertanggungjawaan yang 
harus kita buktikan. Baru-baru ini, kita dikunjungi oleh BPK dalam 
rangka intern terlebih dahulu 30 hari dan kemudian dilanjutkan 
dengan 60 hari, artinya adalah suatu kriteria bahwa aset menjadi salah 
satu syarat untuk mendapatkan penilaian opini, jadi tuntutan inilah 
yang kita laksanakan hari ini dan BPK merekomendasikan kepada kita 
bahwa untuk pengelola aset daerah itu harus menertibkan untuk 2019, 
makanya ini dibagi mcnjadi dua tahap ... 

Untuk tahun-tahun sebelumnya untuk penertiban jalan dan irigasi itu 
bel urn included artinya kita masih mengabaikan, nah ini menjadi suatu 
temuan dari BPK, ini pun aset negara .... dan ada dua sisi disini 
apabila tidak terdaftar di aset ini seharusnya kita menghibahkan .... , 
ternyata BAST dari hibah pun belum pemah kita inikan .... 
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TRANSKRIP HASIL WA W ANCARA 

Informan 3 Nama Narasumber 
A1amat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
W aktu Waww,cara 
Pewawancara 

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
6 Juni 2018 
Puku1 13:59 sd 14:21 WIB 
Fauzi MA 

Fauzi : Di 2017, itu apa yang menjadi tujuan kita yang harus kita selesaikan? 

Informan 3 : 2017 , Kita fokus untuk kapitalisasi asct. Jadi pada dasamya, 2016 
juga sudah kapitalisasi narnun belurn sepenuhnya, dan 2017 kita fokus 
pada kapitalisasi aset yaitu asetRaset yang tahun perolchannya setelah 
akrual itu kita kapitalisasi semua dalam arti kata tidak lagi aset yang 
pencatatan ganda dari tahun 2015. 

Fauzi : Itu waktu penginputannya kita lakukan perbaiki bukan data yang 
sudah ada. 

Informan 3 : Data yang ada kita perbaiki. Jadi gini dia, kita perbaiki misalnya, 
indulcnya dibangun tahun 2000, ternyata di tahun 2017 ada 
kapitalisasi, itu langsung kita masukkan ke induknya tidak kita 
buatkan item yang barn. 

Fauzi : Tapi itu tidak ban yak kita perbaiki di tahun 20 17? 

In forman 3 : Khusus yang tahun perolehan setelah akmal tahun 2015 keatas. Tahun 
2014 kebawah itu bclum kita lakukan. 

Fauzi : yang inventarisasi ini, tcrmasuk itu juga data yang dikapitalisasi itu 
juga kita perbaiki. 

Informan 3 : iya, itu juga kita perbaiki. 

Fauzi : Tapi itu belum selesaikan? 

In forman 3 : Yang tahun ini, yang audited kemaren? Itu sudah kapitalisasi. 

Fauzi : itu pas inputnyakan? Data-data sebelumnya belum kita perbaikikan? 

lnfonnan 3 : pas inputnya. Data-data sebelumnya tidak kita perbaiki, karena kita 
tidak mempunyai data dasarnya. Mungkin kita perbaiki setelah 
inventarisasi kita sesuaikan. Intinya kita tidak membentuk barang 
baru. Artinya barang itu sudah ada, kita masukkan kc induknya. 
Bukan menjadi item baru. 

Fauzi : Itu yang di Bappcda itu ada Renja (Rcnstra), selama kepcmimpinan 
Pak Nas selama lima tahun, dari 2012 s.d. 2017, maksudnya kita di 
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aset ini apa ada kita kasih ide atau apa yang perlu dilakukan untuk. 
mengikuti renja itu maksudnya? 

Informan 3 : Ini biak-blakan aja yah, in,i riilnya, ndak cari muka, riilnya. Di dalam 

penyusunan renja, penyusunan anggaran, penyusunan LKIP, habis tu 

RPJM, kita Aset tidak pemah diikutaertakan. Seharusnya, didalam 
regulasi yang ada, itu aset harus diikutsertakan dalam penyusunan 
rencana kerja, RPJM, RPJP, bahk:an dalam penyusunan anggaran, 
diikutsertakan, kita masuk kedalam TAPD. Tapi tidak pemah 
diikutsertakan. Gimana kita tahu, gimana kita mau kasih masukkan 
terhadap regulasi-rcgulasi strategis scperti itu. 

Fauzi : Kita di aset ini, misalnya bupati baru terpilih ingin membenahi 
PDAM, kemudian setelah ada pikiran ingin dibenahi, maka ada 
anggaran dan segala macarn. Maksudnya, aset ini dianggap ada hal 
permasalah perlu diperbaiki sehingga, misalnya "kepemimpinan saya 
ini saya akan menertibkan ini di 2017 kemaren?" 

lnfonnan 3 : Masalah asct 1m kalau didalam rencana-rencana strategis 
kepemimpinan kayak renja penysusunan rencana kerja, secara khusus 
tidak ada. Penekanan itu harus dibenahi ini, tetapi secara umum seperti 
penertiban atau penataan pasar tradisional itu jatuhnya ke dinas 
perindustrian, nggak ke kita. Secara khusus membenahi penertiban 
tentang kenderaan itu ndak ada. 

Fauzi : Jadi selama ini hanya mengikuti temuan BPK aja 

In forman 3 : Temua BPK aja. 

Fauzi : kita ikuti rekomendasinya? 

Infonnan 3 : kalau rencana strategis khusus tentang pengelolaan barang milik 
daerah itu ndak pemah ada. Pemimpin tidak pemah ada membuat 
rencana strategis tentang pengelolaan atau pembenahan barang milik 
daerah. Kenapa tidak pemah, perasaanku, kama setiap ada 
pcnyusunan-penyusunan scperti itu? Aset tidak pemah ikut. Ndak 
pemah diajak ikut. Jadi ndak pemah ada masukkan. Aset kira-kira 
rencana strategisnya kedepan mau diapain aset ini. Nggak pemaha ada 
masukkan. 

Fauzi : Tapi diaturan itu harus diikutkan, pennendagri 19? 

lnfonnan 3 : Pennendagri 19, harus diikutkan. 

Fauzi : J adi tim T APD? 

In forman 3: TAPD. Jadi ketika ada pcrmasalah di forum itu, kita bisa kasih 
masukkan, ini aset apa permasalahnnya? Kira-kira rencana strategis 
lima tahun kedepan untuk pembenahan aset itu apa? Kan, kita kasih 
masukkan. Makanya di renja penyusunan regulasi strategis pimpinan, 
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nggak pernah ada khusus signifikan tentang penge1o1aan barang mi1ik 
daerah. Hanya secara umum, jadi penertiban pengelolaan pasar, 
perindustrian, pos parkir perhubungan. 

: Jadi, rencana itu dalam bentuk anggaran, kemudian anggaran dalam 
bentuk kegiatan, Nab dari kegiatan kita dari 2017 atau dari 2013, sejak 
abg, jadi kabid aset? 

In forman 3 : 2015 

Fauzi : 2015 yah, jadi sejak 2015 itu, kebijakan untuk anggaran itu gimana 

bg? Maksudnya, ini anggaran, kalian kegiatan ini, kerjakan ini? 
Maksudnya sifatnya tidak strategis atau anggaran itu untuk rutinitas 

atau apa? 

Informan 3 : Ini ngomongnya blak-blakan, riil yah. Ngomong riil yah, karena untuk 

kepentingan akademisi Jadi anggaran, sewaktu di dispenda, di aset 
masih di dinas pendapatan. Kita ada beberapa anggaran yang kita usul 
yang, mungkin jika anggaran itu dipenuhi kita mampu untuk 
membenahi perbaikan aset lebih dini. Temyata sistem penetapan 

anggaran di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, secara umum 
kadang, itu dinas pendapatan itu di jatah. Misalnya dinas pendapatan 
itu dapat 1 milyar. Satu milyar dibagi berapa bidang. Bidang aset 

dapatnya cuman 100 jt. Bidang ini ... 100 jt ya kita manfaatkan 
seoptimal mungkin untuk pengelolaan barang, termasuk itu untuk: 
honor pengurus barang termasuk penertiban. Begitulah sistem 
pembagian anggaran yang diterapkan di dispenda dulu. Bagaimana 
mau efisien pengelolaan barang. Sedangkan anggaran dibatasi. 

Fauzi : Jadi setiap tahun itu, kegiatannya itu-itu aja. Maksudnya sama. 

lnforman 3 : kegiatan yang rutin itu, pclaporan. Kemudian standar satuan harga 

barang. Itu yang rutin. Dulu kegiatan cuman dua disitu. Jadi waktu 
aku rnasuk kesitu, kutarnbahkan lagi, ada pelelangan!penjualan 

Fauzi :2017 yah 

Infom1an 3: 2016 juga ada. Penjualan dengan .... satu lagi apa kegiatannya ..... dua 
kegiatan waktu aku distitu kutarnbah. Yang dulu kegiatannya cuman 

pelaporan dengan standar, habis tu ku tambah kegiatan penjualan 
dengan .... asistensi/pendampingan. 

Fauzi : untuk simda yah .... 

In forman 3 : untuk simda. Kama pertama kali kita terapkan aplikasi simda itu 2015. 

Fauzi : Jadi ketika ada, apa peluang atau yang harus diselesaikan 
pennasalahnnya kita selesaikan dalam bentuk anggaran tadi yah. 

Informan 3 : dalam bentuk anggaran .. 
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: Berarti termasuk. salah satunya, simda itu kita susun anggaran untuk. 
sistem laporan aset untuk pelatihan simda tadi? 

Informan 3 : kalau sistem penyusunan itu ndak ada kaitannya dengan aplikasi 
simda. Karena.pelaporan itu terkait dengan honor petugas penyusun 
laporan. ltu kan honor pengurus barang semua. Besamya anggaran 
pelaporan itu di honor pengurus barang. Honor pengurus barang 
seluruh SKPK. Sedangkan asistensi ini fokusnya untuk penerapan 
aplikasi S1MDA BMD BPKP, waktu pertama kali kita terapkan. 
Karena sebelum-sebelumnya kita ndak pakai aplikasi. Jadi pakai 
excel. Sehingga kita terkendala dengan SDM, karena SDM pengurus 
barang itu terus berganti-ganti. Jadi seharusnya setiap tahun, setiap 
awal tahun sebelurn mulai penginputan, pengurus barang kita latih 
dulu. Kita latih, kita kasih sosialisasi, kita dampingin, sistem 

Fauzi 

penginputan, sistem penggunaan aplikasi. 

: Kalau di 2017 itu, seperti perubahan SOTK, itu salah satu? Jadi 
strategi kita atau cara kita untuk pcrubahan SOTK, dalam bcntuk 
kegiatan pendataan? Mungk:in ada pennasalah lain atau tujuan yang 
ingin kita capai di 2017. 

lnforman 3 : di 2017, sebenamya yang ingin kita capai yaitu penertiban atas aset
aset yang tidak efektif. 

Fauzi : yang dilelang kemaren yah? 

Infonnan 3 : yang rnau dihapus. Cuman itu nggak tercapai, terkendala pada 
KPKNL, proses penilaian sarna proses verifikasi. Itu ndak tercapai. 
Kalau yang lain, yang dua itu tercapai. ltu ndak tcrcapai satu, artinya 
penghapusan atas aset-aset yang tidak efektif lagi. Mungkin tahun 
inilah kita perbaiki dan tercapai. Karena tahun lalu kita masih 
tergantung sarna KPKNL, kalau sekarang sudah keluar permendagri 
ten tang penilaian .... pennendagri ..... . 

Fauzi : Pennendagri 21 

In forman 3 : tentang penilaian barang milik daerah. 

Fauzi : kadang dari pengurus barang kadang sulit untuk data belanja modal 
itu, dari PPTK rnisalnya. Itu yang diakui dari beberapa pengurus 
barang. Karena sulitnya untuk mendapat data dati PPTK. Contohnya, 
mungkin kontraknya atau apa gitu, nah itu sebcnamya ada ... dianggap 
masalah tidak, sehingga perlu kita carikan solusi. 

In forman 3 : Terkait itu, sebenamya, kita sudah coba kasih masukkan. Masukkan 
untuk pengurus barang maupun ke pimpinan. Kita berharap pengurus 
barang itu lebih dicfektifkanlah dalam proses pengadaan di SKPK. 
Artinya, setidaknya setiap ada pengadaan belanja modal yang dapat 
dicatat sebagai aset, itu ada verifikasi atau disposisi dari pengurus 
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barang bahwasanya, itu barang sudah dicatat sebagai aset barn bisa 
ditindaklanjut. Temyata mungkin ya, ke komitmen pimpinan mungkin 
ada hal-hal yang lain sehingga sampai sekarang belum bisa 
diefektifkan. 

: Kalau kita buat dalam bentuk aturan bg? 

Informan 3 : Mungkin itu salah satunya. Tapi aturan yang kita keluarkan hams ada 
regulasi diatasnya, sedangkan di regulasi diatas .... Saya belum pemah 
baca ada regulasi atas yang menekankan ada verifikasi. Apalagi 
mungkin itu bertentangan dengan pcraturan bupati tentang standar 
laporan pertanggungjawaban perbendaharaan. Seharusnya kalau 
memang mau kita terapkan, di laporan pertanggungjawaban 
perbendaharaan itu kita masukkan. Misalnya seperti LS, barns ada, 
ini-ini atau apa dari pengurus barang atau dari bidang aset. 

Fauzi : Tapi, pengurus barang sudah teken dari BAST itu. Dianggap sudah 
cukup, apa harus ada itu lagi maksudnya? 

In forman 3 : Nggak sernua pengurus barang ada neken di berita acara serah terima. 

Fauzi 

Nggak semua dinas. Sebahagian hanya PPTK, PPTK serah terima 
sama rekanan. Kemudian serah terima rekanan ke pengguna. 
Pengguna itu siapa, seperti pihak ketiga atau siapa ... Jadi Pengurus 
Barang itu nggak tahu apa-apa. Nggak semuanya, tapi mungkin ada 
beberapa pengurus barang yang udah paham mengenai itu dia 
bersikeras harus melalui pengurus barang. Mungk:in semacam si 
Anwar, karena pelimpahan dia kan. 

: Kalau untuk ini bg, pengamanan aset yang menjadi tujuan kita 
kedepan itu apa? 

Infonnan 3 : kalau pengamanan aset yang pertama, regulasinya dulu, juknisnya 
pengamanan. Ban yak yang diamankan tennasuk peralatan dan mesin. 
Gedung dan bangunan kan beda mekanisme pengamanannya. Pertama 
regulasinya, yang baru pcrtama kita tertibkan regulasi terkait 
pengamanan dengan penggunaan kenderaan dinas. Udah keluar 
regulasinya, kemudian udah kita cdarkan cuman belum kita 
sosialisasikan ke pengurus barang dan kita harapkan kedepan pertama 
kita tertibkan nomor polisinya dulu. Nomor polisi SKPK agar sinkron. 
Kemudian setelah kita tertibkan nomor polisi, SKPK harus membuat 
surat keputusan penetapan pengguna barang. Dasar penertiban 
pengguna barang itu baru dibuat berita acara serah terima kl! 
pengguna. Itu mekanisme penertiban peralatan dan mesin. Mungkin 
juga nanti berdampak kc yang lainnya, seperti juga ke mobileur, 
laptop, komputer. Harus ada SK kepala SKPK tentang penetapan 
pengguna barang. 
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Untuk masalah gedung, pertama kita tertibkan tanabnya dulu, 
tanahnya punya siapa ini? Punya kita atau bukan. Kalau punya kita 
sudah ada sertifikat, kita inventarisasi ini tanah sudah ada sertifikat. 
Kalau belum kita proseskan sertifikatnya dulu. Dan gedung, gedung 
itu ada IMB-nya tidak? Kemudian gedung itu statusnya punya siapa? 
Baru kemudian kita buatkan pamflet identitas, artinya "Tanah ini 
Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertifikat 
Nornor. .... " kita pasang disetiap tanah-tanah milik pemda. Itu 
mungkin salah satu upaya kita. 

Fauzi : Baik, yang kita simpan disini pertama BPKB, kemudian sertifikat 
tanah, selain dari situ yang menjadi bagian dari pengamanan, harus 
memang disimpan oleh pengelola barang? 

Informan 3 : BPKB, Sertifikat, cuman itu aja dokumen-dokumen, kalau ada 1MB, 
ya 1MB aslinya, kemudian surat-surat perjanjian yang dianggap 
sebagai dokumen negara, kayak jaminan bangun serah guna atau 
bangun guna serah atau pemanfaatan, dokumen-dokumen seperti itu, 
itu diamankan oleh pengelola barang. 

Fauzi : Untuk pemanfaatan belum ada kita, baru ada pinjam pakai? Itu untuk 
pinjam pakai, dari yang ada seberapa ban yak? 

Informan 3 : secara riil-nya ada di SKPK. Jika pinjam pakai itu ada yang berbentuk 
sewa. Pin jam pakai itu ada yang sewa dan juga ada yang tidak. Kalau 
yang sewa contohnya kayak resi gudang, workshop, kemudian pasar
pasar, ruko-ruko itu. Ada juga pinjam pakai yang tidak ada sewa, 
contohnya kayak resi gudang, itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga tapi 
ndak sew a, termasuk cafe itu. Mungkin yang ada laporannya sama kita 
barn itu yang lain adanya di SKPK. 

Fauzi : Kalau mobil? 

In forman 3 : Mobil ada juga yang pin jam pakai, seperti di instansi vertikal, seperti 
kapolres, kodim, kejaksaan, hanya acara berita pin jam pakai aja. 

Fauzi : Tapi secara kcscluruhan ndak banyak, untuk kita pinjam pakai? 

lntOnnan 3 : Yang ada datanya sama kita yang di kodim ada, yang dipolres ada, di 
kejaksaan ada, kemudian KIP, kan vertikal itu yang vertikal cuman itu 
aja, lima aja, itu untuk kenderaan. Kalau gedung yang setahu saya 
cuman dua yang pinjam pakai tanpa ada sewa. Tapi kalau pinjam 
pakai yang pakai sewa itu ban yak. 

43454.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Nama Narasumber 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

Fauzi MA 

Nafisah Elviana 

Fauzi MA 

Nafisah Elviana 

Fauzi 

lnforman I 

Fauzi 

Infonnan I 

Fauzi 

154 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Infonnan I 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
6 Juni 2018 
Pukul14:16 sd 14:36 WIB 
Fauzi MA 

: Bagaimana dengan tata cara sistem penyusunan laporan 
aset? 

: Pengurus barang melakukan pcnginputan data belanja 
modal setiap semester atau enam bulan sekali. 

: Ada permasaiahan dalam penyusunan Japoran aset? 

: Ada, ada beberapa SK.PK yang tidak melaporkan sampai 
dcngan batas waktu yang telah ditentukan. Pengurus 
Barang juga terkadang sulit untuk mendapatkan catatan 
belanja modal yang dari PPTK. Kita juga sulit untuk 
melakukan penginputan sesuai dengan jadwal yang ada 
harus menunggu terlebih dahulu penginputan SP2D dari 
Bidang Akuntansi. Penginputan juga tidak disertai dengan 
dokumcn yang lengkap, sehingga sulit untuk mengetahui 
jenis atau spesifikasi barang. Selain itu juga ada pcrmasalah 
atas aset-aset atau belanja modal dari dan BOK dan dana 
80S sckolah-sekolah, dimana penginputannya dilakukan 
diakhir tahun. 

Secara umumnya itu permasalahannya, namun batas waktu 
kita rnelakukan pelaporan aset tidak pemah terlambat. 

: Tetapi bukannya sistem pelaporan aset ini sudah rutin setiap 
tahunnya, kenapa ada kendala, seharusnya kendala tersebut 
dapat teratasi. 

: Terkadang pcngurus barang itu berganti-ganti setiap 
tahunnya, jadi perlu bela jar lagi. 

: apakah tidak ada diktat atau semacam pelatihan untuk 
pengurus barang? 

: tidak ada, hanya pelatihan diberikan saat penginputan saja. 

: komponen apa saja yang ada pada kcgiatan penyusunan 
\aporan aset? 
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: penyusunan laporan aset itu tujuan yang paling utamanya 
adalah pencatatan belanja modal dari SKPK-SKPK, 
kemudian dilakukan pencetakan KIB dan juga buku induk 
inventaris. Jadi komponen yang terlibat hanya belanja 
pegawai yaitu dalam bentuk honor untuk pengurus barang 
dan belanja barang dan jasa untuk keperluan penyelesaian 
laporan aset tersebut. 

: Selain sistem penyusunan laporan aset, ada juga kegiatan 
pendataan yang kita lakukan khusus pendataan perpindahan 
aset-aset akibat pembahan SOTK. Bisa dijelaskan kegiatan 
pendataan itu seperti apa dan apa tujuannya? 

: Tujuan kegiatan pendataan itu sebenamya hanya 
dikhususkan untuk pendataan perpindahan aset-aset dari 
satu SKPK ke SKPK lainnya. Ada SKPK yang pecah 
menjadi dua, ada SKPK yang melebur ke SKPK lain, ada 
juga SKPK yang bam ada. Pcrpindahan aset-aset tersebut 
sebenamya sangatlah rumit, kita ndak tahu sebenarnya 
mana saja dari barang-barang tersebut berpindah, apalagi 
peralatan dan mesin yang kecil-kecil, belum lagi barang 
yang kemungk:inan ndak ada lagi. 

: Apa saja komponen biaya yang paling besar dari kegiatan 
pendataan tersebut? 

: yang paling besar komponen honor tim dan belanja cetak 
dan perjalanan dinas. Hal tersebut terjadi karena banyaknya 
tim yang tcrlibat dan perjalanan dinas ke luar daerah dalam 
rangk:a koordinasi pasca pemeriksaan BPK dan pcnyerahan 
optm. 

: apa hasil dari kegiatan tcrscbut? 

: Hasil dari kegiatan tersebut, berupa laporan mutasi dari 
SKPK A ke SKPK lainnya, dan laporan tersebut harus 
dilaporkan dalam catatan laporan keuangan. 
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Informan 5 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
7 Juni 2018 
Puku1 13:30 sd 13:40 WlB 
Fauzi MA 

: Apa tujuan dari kegiatan dari pengamanan a<>et? 

: Kegiatan pengamanan aset sesuai dengan pcnnendagri 19 
Tahun 2016 yaitu dengan melakukan pengamanan fisik, 
administrasi dan hukum. Kalau pengamanan fisik misalnya 
untuk tanah dan bangunan dengan cara memasang pagar 
dan tanda kepemilikan tanah/gedung dan untuk kenderaan 
dengan cara membuat BAST kenderaan, selain dari itu 
dengan cara penyimpanan barang secara baik beserta 
dengan dokumen pendukungnya. 

Untuk pengamanan secaca administrasi yaitu dengan cara 
penyimpanan atau penataushaan dokumen2 yang terkait 
dengan barang milik daerah tersebut. Untuk pengamanan 
hukum terkait dengan pengamanan jika barang milik daerah 
tersebut milik pemerintah daerah namun belum dilengkapi 
dengan dokumen-dokumen pemilikan yang kuat, seperti 
tanah yang bclum bersertifikat, kita sertifikatkan dulu, a tau 
kcndcraan yang belum memiliki BPKB atau masalah
masalah lainnya yang terkait dengan legalitas. 

: apa yang sudah dilaksanakan oleh bidang aset dalam 
pelaksanaan kegiatan pengamanan ini. 

: kita lakukan pengadaan dan pemasangan pamflet atau tanda 
kepemilikan tanah dan juga kita melakukan sewa gedung 
untuk pengamanan barang-barang yang tidak memiliki 
manfaat ekonomis lagi. 

: dokumen-dokumen apa saja yang disimpan di Bidang Aset? 

: dokumen yang harus kita simpan yaitu berupa sertifikat 
tanahlakte tanah dan BPKB kendt;:raan yang kita simpan 
dalam brankas. 

: apakah masih ada tanah yang bennasalah atau tidak 
mcmiliki scrtifikat dan kcndcraan yang belum memiliki 
BPKB. 
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: ada tanah yang bermasalah atau masih sengketa atau tanah
tanah yang belum memiliki sertifikat, namun itu sudah jadi 
tanggungjawab dinas pertanahan untuk penyelesaiannya. 
Sedangk:an untuk BPKB kenderaan, ada beberapa dinas 
yang pada tahun sebelumnya sudah dilak:ukan pengadaan 
namun belum diserahk.an BPKBnya sama kita dan ada juga 
BPKB yang masih di provinsi, kenderaannya sudah 
diserahkan kepada kita tapi proses hibahnya belum 
dilaksanakan. 
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Informan 4 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
7 Juni 2018 
Pukul 14:00 sd selesai 
Fauzi MA 

: Sejak kapan penggunaan SIMDA BMD? 

: tahun 2015 awal kita pakek. 

: apa ada kendala dalam menjalankan SIMDA BMD? 

: ada bg, tapi kita dikasih solusinya sama BPKP, waktu itu 
sama Pak Eliza, kalau ada permasalah dengan simda. 

: contoh permasalahannya? 

: permasalahan update, laporan yang tidak muncul. Kita juga 
ada dikasih sript sarna pale eliza untuk melakukan beberapa 
perubahan atau tampilan data atau cara melakukan 
penyusutan. Tahun 2016 dengan 2017 kemaren untuk 
Simda BMD ndak ada permasalahan dengan laporan atau 
denganBPK 

: apa di menu-menu Simda BMD sudah semua digunakan? 

: belum scmua menu kita gunakan, karcna kita belum bisa 
sinkron atau terkoneksi dengan Simda Keuangan. Menu 
yang kita gunakan cuman penatausahaan atau input barang 
aja. Kemudian tampilan menu laporan. Kalau menu lain 
seperti pengadaan, perencanaan, pemeliharaan dan lainnya 
bel urn kita gunakan. 

: Jadi Simda BMD yang dibuat oleh BPKP ini hanya khusus 
untuk penatausahaan atau pencatatan barang milik daerah 
aja yah? Kalau untuk seperti terhubung dengan software 
GIS yang bisa menunjukkan lokasi keberadaan aset tanah 
a tau bangunan bel urn bisa yah? 

Bclum bg, di aplikasi kita cuman ada alamat 
tanah/bangunan dengari nomor sertifikatnya, sesuai yang 
diinput oleh pengurus barang. 

: apa semua tanahlbangunan sudah lengkap alamat tanahnya? 
Apa ada juga yang tidak diketahui? 
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:ada bg, ban yak juga alamatnya cuman sebatas di desa mana 
gitu atau kecamatan. Kadang untuk mengetahui lokasi 
sebenamya kita juga ndak tabu. 

: Jadi untuk Simda BMD ini yang dibuat sama BPKP udah 
banyak juga daerah lainnya yang menggunakan, apa 
sebenamya kelemahan dan keuntungan dari penggunaan 
Simda BMD? 

: Keuntungannya yang buat ini sama BPKP dan kita tems 
didukung untuk pengembangannya, seperti update2 kita 
pasti dikasih tahu, dan kalau ada permasalah pun kita bisa 
langsung ke Banda Acch untuk penyelesaiannya, ndak 
harus ke Jakarta, di BPKP Banda Aceh sudah disediakan 
ruang khusus untuk konsultasi masalah Simda. Kelebihan 
lainnya juga kita punya grup di fb, dimana kalau kita ada 
permasalahan atau daerah lain ada pcrmasalahan kita bisa 
langsung tanyakan di grup dan nanti dijawab sama master 
adminnya dari jakarta. 

Kalau kelemahannya, menurut beberapa daerah yang sudah 
menggunakan Simda BMD kemudian menggantikannya 
dengan aplikasi lain dari pihak ketiga, bilang kalau simda 
bmd sulit untuk kita melakukan penghapusan atau mencari 
item suatu barang dan hanya bisa dihapuskan satu persatu 
tidak secara sekaligus. Kelemahannya lagi kadang sering 
error atau tampilan laporannya ndak keluar. Kadang kita 
sering harus pakai sript untuk melakukan pelaporan. Kalau 
di kota-kota besar, sepcrti Surabaya, Lampung, aplikasi 
BMD-nya pakai pihak ketiga, bahkan tetangga kita Gayo 
Lues juga pakai aplikasi dari pihak ketiga. 
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Informan 8 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
7Juni 2018 
Puku1 14:30 .sd selesai 
Fauzi MA 

: Apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pclclangan barang 
milik daerah tahun 2017lalu? 

: tujuannya untuk melakukan penghapusan atas barang milik 
daerah yang sudah rusak. 

: dengan cara apa dilakukan penghapusan? 

: dengan cara dijual atau dimusnahkan. 

: ada berapa banyak barang yang dijual atau dimusnahkan 
tahun 2017 yang la!u? 

: tahun 2017 kemaren yang dijual atau dilelang hanya untuk 
bongk:aran bangunan sekolah-sekolah yang mau direhap 
kembali. Kalau untuk barang-barang inventaris belum 
sempat kita lakukan penjualan atau pemusnahan. 

: jadi tahun 2017 lalu, belum ada barang-barang seperti 
perlatan dan mesin yang rusak dilakukan pcnjualan? 

: sebelum dilakukan pcnjualan bg, kita lakukan penilaian 
terlebih dahulu ke KPKNL Lhokseumawe. Cuman orang tu 

belum sempat menilai, kita udah dari awal tahun 
mengajukan pennohonan penilaian tapi sampai akhir tahun 
mereka belum hi sa, bahkan mungkin sampai tahun 2018 
juga belum bisa dilakukan penilaian. Yang sempat mereka 
nilai cuman satu kenderaan wakil bupati aja. ltu cuman satu 
yang bisa orang tu nilai. 

: berarti barang yang dilelangjuga ndak ada yah? 

: iya bcnar. Paling untuk bongk:aran sekolah-sekolah tu aja. 

: Berarti anggaran untuk kcgiatan pclclangan banyak 
dikembalikan? 

: anggarannya sudah kita revisi, anggaran kita gunakan untuk 
kegiatan lain atau kegiatan yang berhubungan dengan 
koordinasi pelelangan. Sisa anggaran sekitar 10 jt. 
Koordinasi pelelangan termasuk SPPD untuk 
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pe1atihan/pendidikan petugas peni1ai ke Medan dan ke 
Jakarta. Jadi talmn depan bisa nanti kita melakukan 
penilaian sendiri, karena kita sudah punya sertifkat 
penilaian dari MAP PI. 

: jadi tahun 2017, kegiatan pelelangan lebih banyak ke 
persiapan penilaian tahun 2018 ini yah? 

iya bg, tahun 2018 ini mudah-mudahakan bisa 
terselesaikan. 

: Jadi penyebab salah satu kegiatan pclelangan tidak dapat 
sepenuhnya dilaksanakan, karena penilai dari K.PKNL 
Lhokseumawe belum bisa melakukan penilaian, apa ada 
penyebab lainnya. 

: Iya bg, kalau penyebab lainnya ndak ada. Kita cuman 
mengandalkan KPKNL untuk penilaian dan pelelangan. 
Karena sumber daya kita disini belum hisa melakukan 
penilaian, walaupun secara aturan bisa dilaksanakan, tapi 
BPK menyarankan untuk penilaian barang milik daerah, 
penilai wajib memiliki kemampuan penilai dengan 
menunjukkan bukti sertifikat pelatihan. Itu yang sedang kita 
kejar tahun ini. 
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Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
7 Juni 2018 
Pukul14:30 .sd selesai 
Fauzi MA 

: gere i betehe we pengelola barang. Nagak ye, bewene i aset 

: maunya kita disuruh , "nih kalian pergi jalan-jalan keluar 
daerah pergi refreshinfl'. Ini apa? disalaminyajuga nggak, 
ndak ada sedikit pun penghargaan untuk kita. 

: kita sudah sensus semuanya, KIB A, B, C, D, E. untuk 
Tanah, Gedung dan Bangunan harus ada titik koordinat 
semuanya, kalau ndak kaco nanti semuanya. 

Kalau sudah pakai titik koordinat, nanti ketahuan semua di 
peta . 

... nanti kita tinggal ngecek 1m barangnya ini, 1m tititk. 
koordinatnya ini. .. 
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Informan 10 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
7 Juni 2018 
Pukul 14:30 .sd selesai 
Fauzi MA 

: Bg, bisa abg jelaskan pekerjaan abg sebagai pengurus 
barang disini apa? 

: Saya baru awal tahun 2018 disini, sebelumnya huawin yang 
jadi pengurus barang. Kalau selama ini kayaknya ndak. 
banyak pekerjaan yang saya lakukan, curnan sekarang lagi 
data jumlah kenderaan yang dipakai sama pegawai disini. 

: Jadi, selama ini abg atau sebelum abg belum tahu jumlah 
kenderaan yang ada? 

: Belum, udah ada datanya cuman belum kita update siapa
siapa aja yang sudah punya kenderaan. 

: selain itu, apa yang lagi tugas dari pengurus barang? 

: ini lagi kita perbaiki data inventaris barang yang ada. Habis 
tu kalau ada belanja modal kita catat di aplikasi. 
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Informan 9 
BLUD RSU Datu Beru T akengon 
BLUD RSU Datu Beru Takengon 
7 Juni 2018 
Pukull4:30 .sd selesai 
Fauzi MA 

: Apa sehari-hari kegiatannya di rumah sakit ini? 

: Kita catat kalau ada barang masuk aja, habis tu kita buatkan 
berita acara serah terima ke ruangan atau yang 
menggunakan. 

: Tapi itu kan sebentar cuman, selain dari situ? 

: Selain itu kita bantu-bantu kasubbag umum disini, itu diluar 
tupoksi. 

: Tahun kemaren ada mengajukan untuk penghapusan 
barang? 

: sudah kita ajukan ke aset, tapi sampai sekarang belum ada 
realisasinya. 

: kemaren ada BPK datang untuk memeriksa yah, apa semua 
barang ada? 

: Tidak semua barang ada, sebahagian sudah nggak tahu 
kemana lagi? 

: Itu temuan BPK juga bilang kalau banyak barang-barang 
yang ndak ada nomor kodc barang lagi? 

: itulah, dulu udah pemah kita tempclkan, scbahagian besar 
udah dicabut. Ini udah disuruh lagi kita tempelkan. 

: udah berapa tahun sebagai pengurus barang? 

: udah hampir sepuluh tahun, ini mau ngajukan berhenti tapi 
ndak dikasih. 

: udah lama yah, berarti tahu scmua barang yang ada disini, 
kenapa barang yang di buku inventaris itu ndak disesuaikan 
atau dikoreksi jika ada kesalahan? 

: saya ndak tahu prosedumya gmn? Tapi kalau disuruh cari 
kontrak atau apa pasti udah nggak ada lagi. 
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: Menurut Aris yang udah lama jadi pengurus barang, kira
kira apa yang dikehendaki biar aset ini tertib dalam 
pengelolaannya 

: Tiap talmo kita cuman disuruh input aja, jarang ada 
pelatihan atau diktat yang diselenggarakan oleh bidang aset. 
Maunya ada sosialisasi atau pelatihan yang perlu diadak:an. 
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TRANSKRIP HASIL WA W ANCARA 

Informan 7 
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh 
Tengah 
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
26 Maret 2018 

Fauzi MA 

: apa permasalahan atau kendala yang dihadapi sebagai 
pengurus barang? 

: masih kurangnya tempat-tempat penyimpanan arsip, data 
yang diperlukan dari PPTK terkadang sulitlsusah kita 
peroleh dan masih kurangnya perhatian terhadap pengurus 
barang. 

: kira-kira apa sarannya gmn seharusnya pcngelolaan BMD/ 

: sebaiknya dalam pengelolaan bmd agar lebih tertib dan 
sesuai aturan dan sumberdaya aparatur pengelola bmd 
harus sering diikutkan dalam diklat dan bintek agar lebih 
terampil dan berkualitas. 
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